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Salah satu syarat dan rukun dalam perkawinan adalah 
keberadaan wali. Nikah yang tanpa wali adalah tidak sah. Karena setiap 
wali bermaksud memberikan bimbingan dan kemaslahatan terhadap 
orang yang berada di bawah perwaliannya. Hukum yang berlaku di 
Indonesia telah mengakui, bahwa wali merupakan salah satu rukun 
dalam aqad nikah. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
mengatur tentang asal usul anak pada pasal 42, bahwa “Anak sah adalah 
anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.” Dan 
dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan seperti apa yang ada dalam 
Undang-Undang. Pandangan fiqh berkenaan dengan anak sah ini dapat 
dipahami bahwa anak sah adalah anak yang lahir sekurang-kurangnya 
enam bulan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang iddah selama 
empat bulan sepuluh hari sejak masa perkawinan terputus.  
Dalam praktiknya KUA Kecamatan Tegal Selatan dalam 
penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 
bulan dari pernikahan orang tuanya menggunakan wali hakim. Yaitu 
berdasarkan dengan fiqh. Berangkat dari ini penulis tertarik untuk 
membahas lebih lanjut mengenai analisis terhadap pendapat kepala 
KUA tentang penetapan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir 
kurang dari 6 bulan di KUA Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal 
perspektif hukum positif dan mashlahah mursalah. 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), 
dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari interview dengan 
kepala KUA Kecamatan Tegal Selatan, P3N, orang-orang yang 
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bersangkutan dan tokoh masyarakat di lingkungan Kecamatan Tegal 
Selatan. Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif yaitu 
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 
tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati. Dalam analisis 
kualitatif penulis menggunakan metode berfikir induktif. 
Kajian ini memperoleh dua kesimpulan, pertama penetapan 
wali bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan menggunakan 
wali hakim. Karena anak yang lahir diluar perkawinan hanya 
mempunyai hubungan nasab dengan ibu sehingga dilarang ayah 
biologisnya menjadi wali dalam pernikahannya. Dan ketentuan itu telah 
sesuai dengan pasal 43 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, 
Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, serta pasal 250 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata. Bahwasanya anak tersebut merupakan anak 
yang dihasilkan dari sebelum adanya perkawinan yang sah. Sehingga 
ketika anak tersebut menikah walinya menggunakan wali hakim. Kedua 
pandangan hukum Islam mengenai penetapan wali hakim bagi anak 
perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA Kecamatan Tegal 
Selatan telah sesuai dengan mashlahah mursalah. Yang menjadi 
pertimbangan dalam hal ini yaitu terhalalkannya suatu hubungan suami 
istri dan perlindungan hak anak tersebut. Jalan ini diambil karena sangat 
komprehensif dalam mengedepankan hukum Islam. Karena apabila 
tidak ada penetapan wali hakim pada kasus ini sangat memungkinkan 
terjadinya kerusakan untuk keturunan lanjutannya.  
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Artinya:  “Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka 
nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya 
adalah batal. Jika dia telah digauli maka dia berhak 
mendapatkan mahar, karena lelaki itu telah menghalalkan 
kemaluannya. Jika terjadi pertengkaran di antara mereka, 
maka penguasalah yang menjadi wali atas orang yang 
tidak punya wali.”1 









                                                          
1 Syekh Ibnu Hajar al Asqolani, Bulugh al Maram, (Beirut: Darul 
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A. Latar Belakang 
Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi Departemen 
Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor 
Departemen Agama kabupaten atau Kota di bidang urusan agama 
Islam untuk wilayah kecamatan. KUA memiliki tugas dan fungsi 
yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri No. 517 Tahun 
2001 untuk mengurusi perkara berikut ini: (1) Menyelenggarakan 
stastistik dan dokumentasi, (2) Menyelenggarakan surat menyurat, 
(3) Melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina 
masjid, wakaf, baitul maal, dan ibadah sosial, kependudukan dan 
pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang 
ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam.1 
Pencatatan pernikahan dan hal-hal yang terkait dengannya 
merupakan tugas pokok dari Kantor Urusan Agama termasuk 
perwalian. Dalam penentuan perwalian yang terjadi di KUA 
Kecamatan Tegal selatan pelaksanaannya menggunakan wali 
hakim apabila anak perempuan tersebut terdeteksi lahir kurang dari 
6 bulan dari tanggal pernikahan orang tuanya. 
                                                          
1Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 Tahun 2007, Tentang 
Pencatatan Nikah, (Jakarta: tt, 2003). 
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Berikut paparan hasil data pernikahan yang menggunakan 
wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Selatan, 
Kota Tegal pada tahun 2015-2017:2 
 
Tabel 1 
Data Pernikahan yang menggunakan wali hakim di KUA 
Kecamatan Tegal Selatan. 
Tahun Jumlah pasangan Keterangan 
2015 35 pasangan Wali hakim 
2016 35 pasangan Wali hakim 
2017 43 pasangan Wali hakim 
Sumber: Data buku pernikahan di KUA Kecamatan Tegal 
Selatan Tahun 2015-2017. 
Berdasarkan data di atas yang didapat dari Kantor  Urusan 
Agama (KUA) Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal 3 tahun 
terakhir terhitung pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 
yaitu sebanyak 113 pasangan yang melaksanakan perkawinan 
menggunakan wali hakim. Dari 113 pasangan pada tahun 2015-
2017 yang menggunakan wali hakim dikarenakan pengantin 
perempuannya terdeteksi lahir kurang dari 6 bulan terdapat 68 
pasangan.  
                                                          




Hal ini menunjukkan bahwa di KUA Kecamatan Tegal 
Selatan sangat tinggi perkawinan menggunakan wali hakim 
dikarenakan pengantin perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan. 
Dibandingkan dengan KUA yang ada di Kecamatan Tegal Barat 
pada tahun 2015-2017 hanya sekitar 30 kasus pernikahan 
menggunakan wali hakim karena pengantin perempuannya 
terdeteksi lahir kurang dari 6 bulan. Di lihat dari perbedaan kasus 
tersebut pernikahan menggunakan wali hakim anak perempuan 
yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA Kecamatan Tegal Selatan 
setengah dari kasus yang ada di KUA Kecamatan Tegal Barat. 
Padahal ketika dijumlah data kependudukan antara Kecamatan 
Tegal Selatan dan Kecamatan Tegal Barat tidaklah beda jauh 
hampir memiliki penduduk yang jumlahnya sama. Tetapi mengapa 
kasus pernikahan menggunakan wali hakim bagi anak perempuan 
yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA Kecamatan Tegal Selatan 
memiliki angka yang tinggi. 
Seperti contoh kasus pernikahan Dimas Prabowo dengan 
Melda Laras yang menikah pada tanggal 2 Oktober 2015 di KUA 
Kecamatan Tegal Selatan. Mereka tidak bisa menikah 
menggunakan wali nasab dikarenakan pengantin perempuannya 
terdeteksi lahir kurang dari 6 bulan padahal saat pernikahan wali 
nasab ada dan secara fisik memenuhi syarat untuk menjadi wali 
tetapi terhalang karena ternyata pengantin perempuannya terdeteksi 
dilahirkan sebelum 6 bulan dari pernikahan orangtuanya. Hal ini 
membuat KUA kecamatan Tegal Selatan mengambil langkah agar 
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pengantin menikah menggunakan wali hakim yang telah ditunjuk 
oleh pihak KUA sesuai apa yang telah ditetapkan. Hal seperti ini 
akan muncul permasalahan dikemudian hari terhadap status anak 
tersebut.  
Salah satu syarat dan rukun dalam perkawinan adalah 
keberadaan wali. Wali adalah orang yang mengakadkan nikah itu 
menjadi sah. Nikah yang tanpa wali adalah tidak sah. Wali adalah 
ayah dan seterusnya. Karena setiap wali bermaksud memberikan 
bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang yang berada di bawah 
perwaliannya. Hukum yang berlaku di Indonesia telah mengakui, 
bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam aqad nikah. 
Sehingga perkawinan yang dilakukan tanpa walinya hukumnya 
tidak sah. Hal tersebut ditegaskan dalam KHI pasal 19: “Wali nikah 
dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon 
mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya.”3 
Seorang mempelai wanita biasanya melakukan akad nikah 
dengan berwalikan ayahnya atau wali nasab, akan tetapi dalam 
keadaan tertentu ketika ia tidak mempunyai wali nikah, maka dia 
boleh menikah dengan menggunakan wali hakim. Salah satu 
pemberlakuan wali hakim sebagai wali nikah bagi mempelai 
perempuan, karena mempelai perempuan tersebut terdeteksi 
dilahirkan kurang dari 6 bulan setelah perkawinan orang tuanya. 
                                                          
3 Abdul Ghani Abdullah, Pengantar KHI dalam Tata Hukum 
Indonesia, (Jakarta: Gema Insani    Press, 1994), cet. 1, 83. 
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Hal ini diberlakukan sebab adanya pemahaman terhadap hukum 
Islam bahwa nasab anak zina akan terputus dengan bapak biologi 
yang telah menzinai ibunya. Maka pengakuan tertolak dari segi 
hukum dan anak tersebut tidak dapat dinamakan sebagai anak 
kandung dari hasil pernikahan orang tuanya.4 
UU perkawinan tidak terlepas dari hukum perkawinan yang 
diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, syarat sah dan rukun sebuah 
perkawinan salah satunya adalah wali nikah pengertian dan dasar 
hukum adanya wali nikah terdapat dalam pasal 1(b) tentang definisi 
wali adalah “wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau 
Pejabat yang di tunjuk olehnya yang diberi hak dan kewenangan 
untuk bertindak sebagai wali nikah,  selanjutnya dalam Kompilasi 
Hukum Islam yang membahas tentang wali nikah terdapat pada 
pasal 19-23 dan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 
tentang perkawinan yang mengatur Wali nikah pada pasal 6 (1-6).5 
Kedudukan wali sangat penting sebagaimana diketahui 
bahwa yang berhak menjadi wali nikah terhadap seorang wanita 
adalah hak bagi wali nasab apabila wali nasab tidak ada dan wali 
ghaib juga tidak ada maka perwalian pindah ke tangan wali hakim. 
Dalam hal ini seorang wanita tidak mempunyai wali sama sekali, 
para fuqaha telah sepakat tentang kebolehannya menggunakan wali 
                                                          
4 M. Quraish Shihab, Perempuan, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), cet. 
3, 230. 
5  Muhammad Bagir, Fiqih Praktis Menurut Al-Quran As-Sunah 
Pendapat Para Ulama, (Bandung: Mizan Media Utama, 2002), 57. 
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hakim, tetapi hal perkawinan dengan wali hakim yang disebabkan 
oleh faktor yang lain, ternyata masih terdapat perbedaan pendapat.6 
Salah satu pemberlakuan wali hakim sebagai wali nikah 
bagi mempelai perempuan, karena mempelai perempuan tersebut 
terdeteksi dilahirkan kurang dari 6 bulan, sebab adanya pemahaman 
terhadap hukum Islam bahwa nasab anak zina akan terputus dengan 
bapak biologis yang telah menzinai ibunya. Karena itu, jika 
kelahiran anak tersebut kurang dari enam bulan setelah pernikahan 
orang tuanya, maka pengakuannya tertolak dari segi hukum dan 
anak tersebut tidak dapat dinamakan sebagai anak kandung dari 
hasil pernikahan orang tuanya.7  
Mashlahah Mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata 
yaitu mashlahah dan mursalah. Kata mashlahah menurut bahasa 
berarti manfaat dan mursalah berarti lepas. Gabungan dari dua kata 
tersebut yaitu mashlahah mursalah menurut istilah seperti 
dikemukakan Abdul Wahab Khallaf, berarti “sesuatu yang 
dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk 
merealasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang 
mendukung maupun yang menolaknya”, sehingga ia disebut 
                                                          
6Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4), 
(Semarang: Buku Pintar Keluarga Muslim, 1993), 8. 




mashlahah mursalah (mashlahah yang lepas dari dalil secara 
khusus).8 
Mashlahah mursalah mempunyai dasar hukum pada surat 
Yunus: 57 
َٰ  يا هُّ ي أََٰٰ ساَّنلٱََْٰٰم كْت ءا جْد قََٰٰ
 ة ظِعْوَّمَٰنِّمََْٰٰم كِّبَّرََٰٰ فِش وَٰ ءاَٰا  مِّلََِٰٰفََِٰٰرو  دُّصلٱَٰىًد ه وَٰ
َٰ ة ْحْ ر وََٰٰ يِنِمْؤ مْلِّلََٰٰ
Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu 
pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-
penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta 
rahmat bagi orang-orang yang beriman”.9 
 
Maksudnya, Allah berfirman memberikan karunia kepada 
makhluknya yaitu berupa Al-Qur’an yang Agung, yang Allah 
turunkan kepada Rasul-Nya yang mulia. Dari kesamaran-
kesamaran dan keraguan yaitu menghilangkan kekejian dan kotoran 
yang ada di dalamnya. Hidayah dan rahmat Allah dapat dihasilkan 
dengan adanya al-Qur’an. Dan itu (rahmat) hanyalah untuk orang-
orang yang beriman kepada-Nya, membenarkan dan meyakini apa 
yang ada di dalamnya.10 
Dengan demikian mashlahah mursalah ini merupakan 
maslahat yang sejalan dengan tujuan syara’ yang dapat dijadikan 
                                                          
8 Satria Effendi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 
2008), cet. 2, 148. 
9 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: 
CV Penerbit J-ART, 2005), 455. 
10 Romli, Studi Perbandingan Ushul Fiqh, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2014), cet. 1, 227. 
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dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan 
manusia serta terhindar dari kemudaratan. Diakui bahwa dalam 
kenyataan jenis maslahat yang disebut terakhir ini terus tumbuh dan 
berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang 
dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat.11 
Maka dari uraian di atas, peneliti bermaksud untuk meneliti 
tentang penetapan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir 
kurang dari 6 bulan  di tinjau dari hukum positif dan mashlahah 
mursalah karena jumlah pengantin yang menggunakan wali hakim 
di Kecamatan Tegal Selatan dalam waktu 3 tahun sangatlah tinggi. 
Dengan demikian penulis mengangkat persoalan wali tersebut 
dengan judul “Analisis Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi 
Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Di Kua 
Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Perspektif Hukum Positif 
Dan Mashlahah Mursalah”. Ditinjau secara yuridis mengapa 
sampai terjadi pernikahan menggunakan wali hakim serta 
mengetahui faktor-faktornya dan tinjauan dari hukum positif & 
mashlahah mursalah.  
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah penelitan yang telah 
penyusun uraikan, maka penyusun merumuskan pokok 
permasalahan sebagai berikut: 
                                                          
11 Ibid, 228. 
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1. Bagaimana analisis terhadap penetapan wali hakim bagi anak 
perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA Kecamatan 
Tegal Selatan menurut hukum positif? 
2. Bagaimana analisis terhadap penetapan wali hakim pada anak 
perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA Kecamatan 
Tegal Selatan menurut mashlahah mursalah? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan: 
a) Untuk mengetahui analisis penetapan wali hakim dalam 
perkawinan anak perempuan yang lahir kurang dari 6 
bulan di KUA Kecamatan Tegal Selatan menurut hukum 
positif. 
b) Untuk mengetahui analisis terhadap penetapan wali hakim 
bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di 
KUA Kecamatan Tegal Selatan menurut hukum positif. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Secara Teoritis 
Penelitian ini mempunyai manfaat agar pada penelitian 
berikutnya lebih bisa mengkaji dari aspek lain dengan 
menggunakan kerangka dasar atau acuan awal pada penelitian 




2. Secara Praktis  
Penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:  
a) Bagi Peneliti 
Sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang pada 
akhirnya dapat digunakan oleh peneliti ketika sudah berada 
dalam lingkungan masyarakat. 
b) Bagi Masyarakat 
Bermanfaat sebagai pengetahuan bagi masyarakat 
tentang pentingnya penetapan wali hakim bagi anak yang 
lahir kurang dari 6 bulan. 
c) Bagi Lembaga 
Sebagai masukan yang konstruktif dan merupakan 
dokumen yang bisa dijadikan kerangka acuan dalam 
penelitian selanjutnya. 
 
E. Telaah Pustaka 
Ada beberapa kajian yang sudah dibahas dalam beberapa, 
jurnal dan skripsi khususnya berkaitan tentang masalah perwalian 
sebagai berikut: 
1. Jurnal Ahkam yang berjudul “Pernikahan Berwalikan 
Hakim Analisis Fikh Munakahat dan Kompilasi Hukum 
Islam Karya Institut Pesantren KH. Abdul Chalim 
Mojokerto”, membahas tentang pernikahan yang dilaksanakan 
dengan menggunakan wali hakim baik wali nasab masih ada 
ataupun tidak ada, dalam tinjauan fiqh munakahat dipandang 
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sah hukumnya, dengan beberapa syarat dan ketentuan yang 
menyebabkan berpindahnya hak perwalian ke hakim yang 
dibenarkan oleh syar’i. Pernikahan yang dilaksanakan dengan 
menggunakan wali hakim dalam pandangan Kompilasi Hukum 
Islam juga dipandang sah hukumnya, dengan beberapa syarat 
dan ketentuan.12 
2. Jurnal umum yang berjudul “Hukum Perwalian Anak Zina 
dan Hak Warisnya” Karya Imam Juhari, membahas tentang 
berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir sah 
menurut syara’. Akibat hukum bagi anak luar nikah menurut 
Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang lahir di luar 
pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya 
dan keluarga ibunya saja. Hal ini secara hukum, anak tersebut 
tidak dapat di nisbatkan kepada ayah/bapaknya.13 
3. Penelitian Barokah Sulistiyani tahun 2009, dalam skripsi 
Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, berjudul: 
“Kedudukan Penghulu sebagai Wali Hakim dalam 
Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sokaraja 
Kabupaten Banjarnegara”. Penelitian tersebut berusaha 
mendeskripsikan kedudukan penghulu sebagai wali hakim 
dalam suatu perkawinan. Penelitian tersebut menyimpulkan 
                                                          
12 Institut Pesantren KH. Abdul Chalim, “Pernikahan Berwalikan 
Hakim Analisis Fikh Munakahat dan Kompilasi Hukum”, Jurnal Ahkam, vol. 
11, no. 1, 2017, 85-116. 
13 Karya Imam Juhari, “Hukum Perwalian Anak Zina dan Hak 
Warisnya”, Jurnal  Ilmu Hukum vo.2 no. 5, 2011, 18. 
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bahwa kedudukan penghulu sebagai wali hakim adalah sah 
dalam perkawinan, bila dengan alasan kewalian berpindah ke 
wali hakim. Ada tiga faktor yang menyebabkan perpindahan 
kewalian, yaitu: mafqud, waladul um, dan tumpur. Sedangkan 
dasar dari penghulu dapat menjadi wali hakim, yaitu peraturan 
MA RI No. 30 Tahun 2005.14 
4. Abdul Ghufron (2104035), dalam Skripsi Fakultas Syariah 
IAIN Walisongo yang berjudul: “Analisis Pendapat Imam 
Al-Syafi'i Tentang Wali Nikah Bagi Janda Di Bawah 
Umur”. Yang menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa: 
pendapat Imam al-Syafi'i yang mengharuskan adanya wali 
dalam pernikahan sangat relevan dengan realitas kehidupan 
masa kini. Jika dibolehkan nikah tanpa wali, maka sebelum 
nikah orang akan berani mengadakan hubungan badan sebelum 
nikah karena orang itu akan beranggapan nikah itu sangat 
mudah, dan jika ia sudah menikah hak dan kewajiban masing-
masing menjadi tidak jelas.15 
5. Penelitian Wiwit Puput Lestari, tahun 2012 dengan judul: 
“Status Anak Hasil Perkawinan Sirri Menurut Hukum 
Islam Dan Hukum Positif”. Dalam penelitian tersebut, Wiwit 
                                                          
14 Barokah Sulistiyani, “Kedudukan Penghulu Sebagai Wali Hakim 
dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten 
Banyumas” (Purwokerto: Skripsi IAIN Purwokerto, 2007), hlm. 80-81. 
15 Abdul Ghufron, “Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Wali 




Puput Lestari berusaha mendeskripsikan masalah status anak 
hasil perkawinan sirri menurut hukum Islam dan hukum positif. 
Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa status anak hasil dari 
perkawinan siri menurut hukum Islam adalah anak sah dan 
dapat dinasabkan kepada kedua orangtuanya. Kedudukan anak 
dalam hukum Islam tetap memperoleh pengakuan yang sama 
dengan perkawinan yang dicatatkan. Adapun status anak hasil 
dari perkawinan sirri menurut Hukum Positif Indonesia adalah 
bukan anak sah dan dianggap sebagai anak yang lahir di luar 
perkawinan yang sah, karena perkawinannya tidak dicatatkan, 
maka anak hanya mempunyai hubungan perdata/hubungan 
nasab dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya.16 
Berdasarkan atas kajian pustaka yang telah penulis 
kemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kajian 
atau penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan karya 
ilmiah atau skripsi yang telah dipaparkan di atas. Penelitian ini akan 
memfokuskan permasalahan pada analisis terhadap pendapat 
kepala KUA tentang penetapan wali hakim bagi anak perempuan 
yang lahir kurang dari 6 bulan di Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Tegal Selatan, Kota Tegal: perspektif hukum positif dan mashlahah 
mursalah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian 
ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada. 
                                                          
16  Wiwit Puput Lestari, “Status Anak Hasil Perkawinan Sirri 
Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif”, (Purwokerto: Skripsi IAIN 
Purwokerto, 2012), 70-71. 
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F. Metode Penelitian 
Penelitian merupakan langkah awal yang harus dilakukan 
dalam menyusun skripsi, dan sesuatu yang berkaitan dengan pokok 
permasalahan diperlukan suatu pedoman atau metode penelitian, 
sehingga penelitian yang di lakukan dapat dipertanggung jawabkan 
kebenarannya. 
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam 
penyusunan skripsi adalah sebagai berikut:  
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis 
penelitian hukum non-doktrinal. Penelitian doktrinal dilakukan 
dengan cara penelitian lapangan (field research). Penelitian ini 
langsung mengambil lokasi di KUA Kecamatan Tegal Selatan, 
Kota Tegal. Dengan objek permasalahan pada analisis terhadap 
penetapan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir kurang 
dari 6 bulan di KUA Kecamatan Tegal Selatan perspektif 
hukum positif dan mashlahah mursalah. 
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 
Kualitatif. Pendekatan ini memusatkan perhatiannya pada 
prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-
satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-
15 
 
pola yang dianalisis gejala-gejala yang ada dalam kehidupan 
manusia.17 
Dengan demikian penulis akan mendeskripsikan 
tentang analisis terhadap penetapan wali hakim bagi anak 
perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA kecamatan 
Tegal Selatan. Dan mengetahui realitasnya pada masyarakat 
kecamatan Tegal Selatan. Kemudian hasil tersebut ditinjau 
menggunakan hukum positif dan mashlahah mursalah. 
2. Pendekatan Penelitian 
Pada metode pendekatannya digunakan metode 
pendekatan Yuridis sosiologis, karena dalam penelitian hukum 
ini tidak hanya dikonsepkan sebagai keseluruhan asas-asas dan 
kaidah yang mengatur dalam masyarakat, melainkan meliputi 
pula lembaga-lembaga dan proses-proses untuk mewujudkan 
berlakunya sebuah kaidah dalam masyarakat.18 
3. Lokasi Penelitian 
Sesuai dengan judul yang diajukan, maka penelitian ini 
dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Selatan, 
alasan memilih tempat di KUA tersebut adalah karena 
masyarakat di sini ada yang melaksanakan perkawinan dengan 
menggunakan wali hakim, sehingga penulis dapat memperoleh 
                                                          
17 Beni Ahmad, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2004), 20. 
18 Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian suatu pendekatan 
praktek, (Jakarta: Cipta, 1998), 144. 
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bahan dan data guna menyusun penulisan hukum yang berupa 
kasus penetapan wali hakim bagi anak yang lahir kurang dari 6 
bulan dari perkawinan orang tuanya. 
4. Sumber Data 
a. Data Primer  
Data primer menurut Hadari Nawawi adalah data 
autentik atau bahan data yang diperoleh secara langsung 
dari tangan pertama tentang masalah-masalah yang akan 
diteliti. Kelebihan dari data primer adalah data lebih 
mencerminkan kebenaran berdasarkan dengan apa yang 
dilihat dan didengar langsung oleh penelitian sehingga 
unsur kebohongan di dalam suatu penelitian dapat 
dihindari.19 Bahan hukum yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah hasil wawancara tentang penentuan 
wali hakim bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 
bulan di KUA Kecamatan Tegal Selatan, dan arsip-arsip, 
dokumen yang ada di KUA kecamatan Tegal Selatan. 
b. Data Sekunder 
Yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, 
tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitian. 
Data dari buku literatur yang merupakan bahan pustaka, 
data sekunder adalah data yang dikutip dari sumber lain 
                                                          
19 Hadari Nawawi, Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: UGM 
Press, 1998), 80. 
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bukan merupakan data asli, buku, jurnal ataupun hasil 
penelitian lain yang dipublikasikan, dan meneliti tentang 
sumber hukum normatif seperti halnya undang-undang 
yang terkait kasus yang diteliti. Pengumpulan data 
sekunder dilakukan peneliti, antara lain dengan penelitian 
kepustakaan, analisis arsip/data. Bahan hukum yang 
digunakan sebagai data sekunder dalam penelitian ini 
yaitu bahan-bahan yang berupa buku-buku, literatur-
literatur, yang menunjang bahan hukum primer.20 
5. Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara (interview) 
Wawancara atau interview adalah percakapan 
dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua 
belah pihak, yaitu pewawancara (interview) dan yang 
memberikan jawaban atas pernyataan itu.21 Cara untuk 
mendapatkan data dengan melalui proses tanya jawab 
secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka di 
tempat penelitian mengenai obyek yang di teliti dan 
obyeknya adalah permasalahan mengenai penetapan wali 
hakim bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan 
perspektif hukum positif dan mashlahah mursalah. Adapun  
                                                          
20 Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 
1998), cet. 1, 91. 




wawancara ini dilakukan dengan Kepala Kantor Urusan 
Agama kecamatan Tegal Selatan, Orang tua wali yang 
menikahkan anaknya, mempelai perempuan, P3N di setiap 
Kelurahan dan Tokoh masyarakat. 
b. Dokumentasi 
Metode dokumentasi adalah mencari data 
mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 
transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 
agenda, dan sebagainya.22 Pengumpulan data melalui studi 
kepustakaan, mengkaji, dan mempelajari buku atau 
literatur, catatan kepustakaan, dokumen berupa arsip dan 
data-data nikah, serta bahan-bahan kepustakaan yang 
berhubungan dengan perkawinan wali hakim. Buku 
tentang perkawinan Kompilasi Hukum Islam, buku tentang 
peraturan perkawinan yang di peroleh di Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Tegal Selatan.  
6. Analisis Data 
Analisis data adalah proses mengorganisasikan data 
mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian 
dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan 
hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data 
proses penguraian data, pelacakan dan pengaturan secara 
                                                          
22 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka 
Cipta, 1990), 26. 
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sistematis transkip-transkip wawancara, catatan lapangan, dan 
bahan-bahan lain agar penelitian dapat menyajikan temuannya. 
Untuk menganalisis data yang terkumpul supaya memperoleh 
kesimpulan yang valid dan benar setelah seluruh data-data 
terkumpul maka dianalisa secara kualitatif, kemudian 
dipaparkan secara deskriptif barulah langkah selanjutnya 
penulis menentukan bentuk pengolahan terhadap data-data 
tersebut antara lain, yakni analisis interaktif seperti yang 
dikembangkan yaitu: 
a. Mereduksi data (data reduction), dalam tahap ini peneliti 
melakukan penelitian melakukan pemilihan, dan 
pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan 
transformasi data kasar yang diperoleh. 
b. Penyajian data (data display), penelitian mengembangkan 
sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik 
kesimpulan dan pengambilan tindakan. 
c. Penarik kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and 
verification), penelitian berusaha menarik kesimpulan dan 
melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala 
yang diperoleh dari lapangan. 
Setelah penulis mengumpulkan data berkaitan dengan  
penetapan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir kurang 
dari 6 bulan perspektif hukum positif dan mashlahah mursalah, 
penulis melalui tahap reduksi data, penyajian data dan 
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memverifikasi data dan pada akhirnya akan menyimpulkan 
data tersebut.23 
 
G. Sistematika Penulisan Penelitian 
Penulis skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 
BAB I. Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, telaah pustaka, telaah teori, metode 
penelitian, sistematika penulisan. 
BAB II. Sebagai bab yang memuat tinjauan umum tentang 
pengertian wali nikah, dasar hukum wali nikah, syarat-
syarat wali nikah, macam-macam wali nikah, pendapat 
ulama tentang wali hakim, wali hakim menurut hukum 
positif, serta pengertian mashlahah mursalah, dasar 
hukum mashlahah mursalah, macam-macam 
mashlahah mursalah, syarat-syarat mashlahah 
mursalah, dan pendapat Ulama tentang mashlahah 
mursalah dan kehujjahanya. 
BAB III Mendeskripsikan tentang gambaran umum KUA 
Kecamatan Tegal Selatan. Dalam bab ini di uraikan 
tentang letak geografis, sejarah singkat, tugas dan 
fungsi KUA Kecamatan Tegal Selatan, kegiatan KUA 
sarana dan prasarana, struktur organisasi KUA 
                                                          
23 Ibid, 353. 
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Kecamatan Tegal Selatan, penetapan wali hakim bagi 
anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan, dan 
dasar hukum yang digunakan KUA kecamatan Tegal 
Selatan dalam menetapkan wali hakim bagi anak yang 
lahir kurang dari 6 bulan. 
BAB IV. Analisis dalam penelitian mengenai penetapan wali 
hakim bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 
bulan di KUA Kecamatan Tegal Selatan menurut 
hukum positif, dan analisis mashlahah mursalah 
tentang penetapan wali hakim bagi anak perempuan 
yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA Kecamatan 
Tegal Selatan. 
BAB V. Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan 
dan saran keseluruhan pembahasan yang berhubungan 
dengan masalah   
 
 
penetapan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir 






TINJAUAN HUKUM TENTANG WALI NIKAH DAN 
MASHALAHAH MURSHALAH 
 
A. Tentang Wali Nikah 
Berkaitan dengan wali, wali itu terbagi menjadi dua bagian 
yaitu ada wali yang bersifat khusus dan ada wali yang bersifat 
umum. Kewalian umum adalah mengenai orang banyak dalam satu 
wilayah atau negara, sedangkan untuk wali khusus ialah berkenaan 
dengan manusia dan harta benda. Disini yang akan dibicarakan 
mengenai wali terhadap manusia yaitu masalah perwalian dalam 
perkawinan.1 
1. Pengertian Wali 
Kata wali menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, 
yaitu al-Wali dengan bentuk jamak Auliya yang berarti pecinta, 
saudara, atau penolong. Sedangkan menurut istilah kata wali 
mengandung pengertian orang yang menurut hukum (agama, 
adat) diserahi untuk mengurusi kewajiban anak yatim, sebelum 
anak itu dewasa, pihak yang mewakili pengantin perempuan 
pada waktu menikah (yaitu yang melakukan akad nikah dengan 
pengantin pria). Wali dalam nikah adalah yang padanya terletak 
                                                          
1 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, terj. Mahyuddin Syaf, jilid 1, (Bandung: 
PT Alma’arif, 1978), 7. 
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sahnya akad nikah, maka tidak sah nikahnya tanpa adanya 
(wali).2 
Yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah 
seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan 
dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak 
yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu 
sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. 
Keberadaan wali dalam akad nikah suatu yang mesti dan tidak 
sah akad perkawinannya yang tidak dilakukan oleh wali. Ini 
adalah pendapat jumhur ulama. Hal ini berlaku untuk semua 
perempuan, yang dewasa atau masih kecil, masih perawan atau 
sudah janda.3 
Memang tidak ada satu ayat al-Qur’an pun secara jelas 
menghendaki keberadaan wali dalam wali dalam akad 
perkawinan. Yang ada hanya ayat-ayat yang dapat dipahami 
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2 Djaman Nur, Fiqh Munakahat, (Semarang: Dina Utama Semarang, 
1993), 65. 
3 Amir Syarifudi, Garis-garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada 


















كَذَتَياۡمُهىلَعَلاِساىنِللاِۦِهتََٰياَءا ُ ِ  ينَبُيَوا ۖۦِِهنِۡذِإبِاةَِرفۡغَم
ۡ
لٱَوا
Artinya: “Janganlah kamu mengawinkan anak-anak 
perempuanmu dengan laki-laki musyrik. 
Sesungguhnya hamba sahaya mungkin lebih baik 
dari laki-laki musyrik walaupun dia menarik hati 
kamu.” 
 
Tuntutan ini dikemukakan Allah kepada para wali 
untuk tidak mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki 
musyrik. Hal itu berarti dalam mengawinkan itu adalah wali.4 
Ada beberapa pendapat mengenai pengertian wali 
nikah dari berbagai aspek 
1. Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab fiqh sunnah jilid 7 
menyebutkan bahwa wali nikah adalah suatu yang harus 
ada menurut syara’ yang bertugas melaksanakan hukum 
atas orang lain dengan paksaan. 
2. Menurut Sudarsono wali adalah orang atau pihak yang 
mengizinkan berlangsungnya akad nikah antara laki-laki 
dan perempuan.5 
3. Menurut KHI pasal 1 huruf (h) disebutkan, perwalian 
adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang 
untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil 
                                                          
4  Ibid, 91. 




untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak 
mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, 
tidak cakap melakukan perbuatan hukum.6 
4. Menurut pendapat Imam Syafi’i yaitu: “Semua pernikahan 
tanpa wali adalah batil (tidak sah)”.  
Berdasarkan hadits Nabi 
  لِطَاب اَهُحاَكَِنف اَهِّ ِيلَو ِنْذِإْيَْغِبْتَحَكَن ٍَةأَرْماَا ميُّأ 
“Siapa saja di antara wanita yang menikah tanpa izin 
walinya, maka pernikahannya batil.”7 
      (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan lainnya) 
5. Menurut pandangan Imam Hanafi bahwa wanita yang telah 
baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya 
dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia 
perawan maupun janda. Tidak ada seorang yang 
mempunyai kewenangan atas dirinya atau menentang 
pilihannya dengan syarat orang yang dipilihnya dengan 
syarat orang yang dipilihnya itu sekufu (sepadan) 
dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahar mitsil.8 
                                                          
6 Kompilasi hukum islam pasal 1 huruf (h) disebutkan, perwalian 
adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan 
sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak 
yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak 
cakap melakukan perbuatan hukum. 
7 Al-San’any, Subuh al-Salam, juz III, jld 2, (Kairo: Dar Ihya’ al-
Turas al-Araby, 1960), 117. 
8 Mughniyah, Muhammad Jawad, Fiqh ala al-Mazahib al-Khamsah, 
(Jakarta: Penerbit Lentera, 2005), cet. 5, 347. 
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6. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 kedudukan wali 
tidak setegas seperti apa yang terdapat dalam hadis maupun 
kitab-kitab fikih. Dalam hal terkait dengan perkawinan, 
secara tidak langsung tergambar dalam persyaratan 
perkawinan (pasal 6 Undang-Undang No. 1Tahun 1974) 
dengan menyebutkan izin orangtua bagi yang berusia 21 
tahun. Keterangan ini menunjukkan bahwa tidak perlu izin 
orang tua lagi jika sudah berusia di atas 21 tahun. Jadi UU 
hanya menentukan izin orangtua, tanpa membedakan 
apakah orangtua itu laki-laki atau perempuan. Padahal 
dalam Islam posisi wali dalam perkawinan hanya boleh 
jika diambil dari pihak laki-laki dalam garis lurus ke atas, 
ke bawah atau menyamping.9 
Wali dalam suatu pernikahan merupakan hukum yang 
harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak 
menikahinya atau memberi izin pernikahannya. Wali dapat 
langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilinya 
kepada orang lain. Yang bertindak sebagai wali adalah seorang 
laki-laki yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Seorang wali 
dalam suatu akad nikah sangat diperlukan, karena akad nikah 
tidak sah kecuali ada seorang wali (dari pihak perempuan).10 
                                                          
9 Yaswirman, Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin 
Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau, (Jakarta: 
Rajawali Pers, 2013), Ed.1, 191. 




2. Dasar Hukum Wali Nikah 
Dasar hukum yang dipakai dalam keharusan adanya 
wali bagi seseorang wanita yang hendak menikah, para ulama 
berpedoman pada dalil-dalil yaitu:11 
Surah an-Nur ayat 32: 







ااٞمِيلَعاٌعِسََٰوا ُ ىللَّٱَوا ۡۦِِۗهلۡضَفانِما ُ ىللَّٱاُمِِهنۡغُيآَءاَرَقُفا
ْ
اُونوَُكيا
Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih 
membujang   diantaranya kamu, dan juga orang-
orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba 
sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika 
mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan, 
kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah 
maha luas (pemberian-Nya), maha mengetahui. (QS. 
An-nur.32)12 
 
Dan surat Al-Baqarah ayat 221 
اَۡولَوا ٖةَكِۡشۡ
ُّمانِ  ما ٞۡيَۡخا ٌةَنِمۡؤ ُّما ٞةَم
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كَذَتَياۡمُهىلَعَلاِساىنِللاِۦِهتََٰياَءا ُ ِ  ينَبُيَوا ۖۦِِهنِۡذِإبِاةَِرفۡغَم
ۡ
لٱَوا
Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita 
musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya 
wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita 
                                                          
11 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: 
Direktorat Jendral Pembinaan agama Islam, 2003), 20. 
12 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: 
CV Penerbit J-ART, 2005), 355. 
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musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan 
janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik 
(dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka 
beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih 
baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik 
hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah 
mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. 
Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-
perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka 
mengambil pelajaran.13 
 
Oleh sebagian Ulama Fiqh kedua ayat ini, ditafsirkan 
bahwa diberi perintah untuk mengawinkan adalah kaum lelaki 
bukan kaum perempuan. Dan Allah Swt menyuruh untuk 
menikahkan itu pada laki-laki (wali) bukan kepada wanita, 
seolah-olah Dia berfirman: “Wahai para wali (laki-laki) 
janganlah kalian menikahkan (wanita) yang dalam 
perwalianmu kepada orang-orang (laki-laki musyrik).14 
3. Syarat-Syarat Wali Nikah 
Orang-orang yang berhak menjadi wali harus 
memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. Telah dewasa dan berakal sehat. 
                                                          
13Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 33. 
14 Ali Imron, Kedudukan Wanita Dalam Hukum Keluarga Perspektif 
Al-Qur’an melalui Pendekatan Ilmu Tafsir, (Semarang: Badan Penerbit 
Universitas Diponegoro, 2007), 69. 
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Dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak 
menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi seorang 
yang melakukan akad. 
b. Laki-laki. 
Tidak boleh perempuan menjadi wali. Dalilnya 
adalah hadist Nabi dari Abu Hurairah yang telah dikutip di 
atas. Jumhur ulama selain Mazhab Hanafi berpendapat 
bahwa laki-laki sebagai syarat wali. Oleh karena wanita 
tidak boleh menjadi wali, karena wanita tidak bisa menjadi 
wali atas dirinya sendiri. Sedangkan Mazhab Hanafi 
mengemukakan pendapat bahwa laki-laki tidak menjadi 
syarat dalam  
perwalian dan seorang wanita yang balig, berakal bisa 
menjadi wali perkawinan sebagai ganti dari orang lain 
dengan jalan memberi kuasa atau wakil.15 
c. Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama Islam 
menjadi wali untuk Muslim.  
d. Orang merdeka 
e. Tidak berada dalam pengampuan atau mahjur Allah 
f. Berfikir baik. Orang yang terganggu pikirannya karena 
ketuaannya tidak boleh menjadi wali, karena 
                                                          
15 Wahbah al-Zuhaili, Usul al-Fiqh al-Islamiy, juz 2, (Beirut: Dar al-
Fikr, 1990), 195. 
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dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam 
perkawinan tersebut. 
g. Adil dalam arti tidak pernah terlihat dengan dosa besar dan 
tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap 
memelihara muruah atau sopan santu. Keharusan wali itu 
adil berdasarkan kepada sabda Nabi dalam hadits dari 
Aisyah menurut riwayat dari ad-Daaruquthni : 
  ٍلْدَع ْيَدِهاَشَو ٍّلَِوِب َّلاِإ َحاَكِن َلا 
Artinya: “Tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan dua 
orang saksi yang adil”.16 
(H.R. ‘Abdurazzaq (VII/215), dan dishahihkan oleh Syaikh 
al-Albani dalam  al-Irwaa’(no. 1858)). 
 
h. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.  
Maka dari uraian diatas ulama sepakat bahwa syarat-
syarat wali yang terpenting yaitu: 
a. Kemampuan melakukan hukum karena telah dewasa, 
sehat, akal, dan merdeka. 
b. Kesamaan agama antara wali dan kliennya, dan 
c. Kecuali Al-Hanafiyyah, jenis kelamin pria merupakan 
salah satu persyaratan bagi wali.17 
                                                          
16 Al Imam al Hafizh Ali bin Umar, Sunan ad-Daaruquthni, tt. 
Anshori Taslim, (Jakarta: Pustaka Azam, 2008), 43. 




4. Macam-Macam Wali Nikah 
Wali nikah dibagi menjadi 4 kategori yaitu: 
1. Wali Nasab 
Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga 
calon mempelai wanita. Yang berhak menjadi wali 
menurut urutan sebagai berikut: 
a. Pria yang menurunkan calon mempelai wanita dari 
keturunan pria murni (yang berarti dalam garis 
keturunan itu tidak ada penghubung yang wanita yaitu: 
ayah, kakek, dan seterusnya ke atas).18 
b. Pria keturunan dari ayah mempelai wanita dalam garis 
murni yaitu: saudara kandung, anak dari saudara 
seayah, anak dari saudara kandung, anak dari saudara 
seayah dan seterusnya kebawah. 
c. Pria keturunan dari ayahnya ayah dalam garis pria 
murni yaitu: saudara kandung dari ayah, saudara bapak 
dari ayah, anak saudara kandung sari ayah dan 
seterusnya ke bawah.19 
Terdapat perbedaan pendapat diantara ulama fiqh sebagai 
berikut: 
                                                          
18 Dedi Junaidi, Bimbingan Perkawinan, (Jakarta: Akademi 
Pressindo, 2003), 110. 
19 Ibid, 111. 
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a. Imam Malik mengatakan bahwa, perwalian itu 
didasarkan atas keabsahan, kecuali anak laki-laki dan 
keluarga terdekat lebih berhak. 
b. Al-Mughni berpendapat bahwa kakek lebih utama dari 
pada saudara lelaki dan anaknya saudara lelaki, karena 
kakek adalah asal, kemudian paman-paman dari pihak 
ayah berdasarkan urutan saudara lelaki sampai 
kebawah, kemudian bekas tuan (Almaula), kemudian 
penguasa. 
c. Imam Syafi’i memegangi keabsahan yakni bahwa anak 
lelaki tidak termasuk asabah seorang wanita.  
d. Sedangkan Imam Malik tidak menganggap keabsahan 
pada anak. 
Jumhur ulama telah bersepakat Secara urutan wali nasab 
dapat diurutkan sebagai berikut: 
1) Ayah kandung 
2) Kakek ( dari garis ayah) dan seterusnya atas dalam 
garis laki-laki, 
3) Saudara laki-laki sekandung, 
4) Saudara laki-laki seayah, 
5) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki 
sekandung, 
6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, 




8) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki 
seayah, 
9) Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah), 
10)  Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah), 
11) Anak laki-laki paman sekandung, 
12) Anak laki-laki paman seayah, 
13) Saudara laki-laki kakek sekandung, 
14) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung, 
15) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.20 
Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali aqrab (dekat) 
dan wali ab’ad (jauh). Dalam urutan diatas yang menjadi 
wali aqrab yaitu: Ayah, sedangkan yang menjadi wali 
ab’ad yaitu: Ayahnya ayah (kakek) dan seterusnya. 
Adapun perpindahan wali aqrab kepada wali ab’ad adalah 
sebagai berikut: 
1. Apabila wali aqrabnya non muslim 
2. Apabila wali aqrabnya fasik 
3. Apabila wali aqrabnya belum dewasa 
4. Apabila wali aqrabnya gila 
5. Apabila wali aqrabnya bisu atau tuli.21 
                                                          
20 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 1995), 87. 




Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan tentang urutan-
urutan wali nasab yaitu dalam pasal 21 ayat (1) sampai ayat 
(4) yang berbunyi sebagai berikut: 
1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan 
kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari 
kelompok yang lain sesuai erat atau tidaknya susunan 
kekerabatan dari calon mempelai wanita. 
Pertama kelompok kerabat laki-laki garis keturunan 
keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan 
seterusnya. 
Kedua kelompok kerabat saudara laki-laki kandung 
atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki 
mereka. 
Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-
laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-
laki mereka. 
Keempat, kelompok kerabat paman, yakni saudara 
laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah 
kakek dan keturunan laki-laki mereka. 
2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat 
beberapa orang yang sama berhak menjadi wali, maka 
yang berhak mejadi wali ialah yang lebih dekat derajat 
kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. 
35 
 
3) Apabila dalam satu kelompok sama derajatnya 
kekerabatannya maka yang menjadi wali nikah ialah 
kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah. 
4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya 
sama yakni sama-sama derajat kandungnya, atau sama-
sama derajat kekerabatan seayah, mereka sama-sama 
berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan 
yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.22 
2. Wali Hakim 
Wali hakim adalah penguasaan atau sulthan atau 
pemerintahan. Di Indonesia yang menganut sistem 
pemerintahan presidential, maka penguasanya adalah 
presiden. Presiden melimpahkan wewenang kepada 
Menteri Agama dan Menteri Agama memberi wewenang 
kepada kepala KUA untuk menjadi wali hakim. 
Dalam pasal 1 ayat 2 PMA nomor 30 Tahun 2005 
dinyatakan bahwa wali hakim adalah Kepala Kantor 
Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri 
Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon 
mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.23 
                                                          
22 Anomi, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Direktoral Jendral 
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), 21. 
23 PMA No.30 tahun 2005. 
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Kepala KUA yang ditunjuk oleh Menteri Agama 
sebagai wali hakim, apabila calon mempelai perempuan 
dalam kondisi: 
a. Tidak mempunyai wali nasab sama sekali, atau 
b. Walinya mafqud (hilang tidak diketahui 
keberadaannya) atau, 
c. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang 
wali yang sederajat dengan dia tidak ada, atau 
d. Wali berada di tempat yang sejauh masafaqotu qoari. 
e. Wali adhol, artinya tidak bersedia atau menolak untuk 
menikahkanya 
f. Wali sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh. 
Dalam Peraturan Menteri Agama Republik 
Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan 
Nikah, masalah perwalian diterangkan BAB IX Tentang 
akad nikah pada pasal 18 sebagai berikut: 
1) Akad nikah dilakukan oleh wali nasab 
2) Syarat wali nasab adalah 
a. Laki-laki 
b. Beragama islam 
c. Baligh 
d. Berakal 
e. Merdeka dan 
f. Dapat berlaku adil 
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3) Untuk melaksanakan pernikahan wali nasab dapat 
mewakilkan kepada PPN, Penghulu, pembantu PPN 
atau orang lain yang memenuhi syarat. 
4) Kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, 
apabila calon isteri tidak mempunyai wali nasab, wali 
nasabnya tidak memenuhi syarat atau adhal. 
5) Adhalnya wali sebagaimana di maksudkan pada ayat 
(4) ditetapkan dengan keputusan Pengadilan.24 
 Sayyid Sabiq berpendapat dalam fiqh sunnah, 
bahwa wewenang wali berpindah ke tangan hakim apabila 
ada pertentangan diantara wali-wali, bilamana walinya 
tidak ada dalam pengertian tidak ada yang absolut (mati, 
hilang) atau karena gaib.25 
3. Wali Muhakkam 
Wali muhakkam adalah seseorang yang diangkat 
oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali 
dalam akad nikah mereka. Orang yang bisa diangkat 
sebagai wali muhakkam adalah orang lain yang 
terpandang, disegani, luas ilmu fiqhnya terutama tentang 
munakahat, berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki.26 
                                                          
24 Peraturan Pemerintah Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 
2007, Tentang Pencatatan Nikah dan seksi Urusan Agama Islam Departemen 
Agama RI Tahun 2007, (tt: tp, tth), 8. 
25 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, 29. 
26 M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi 
Aksara, 1999), cet. 2, 25. 
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Wali Muhakkam ini terjadi apabila: 
1) Wali nasab tidak ada 
2) Wali nasab ghaib, atau berpergian jauh serta tidak ada 
wakilnya disitu 
3) Tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan 
rujuk (NTR). 
4. Wali Mujabir 
Yang dimaksudkan berlakunya wali mujabirin 
yaitu seorang wali berhak menikahkan perempuan yang 
diwalikan diantara golongan tersebut tanpa menanyakan 
pendapat mereka lebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang 
yang diwakilkan tanpa melihat ridho atau tidaknya. Agama 
mengakui wali mujbir itu karena memperhatikan 
kepentingan orang yang diwakilkan, sebab orang tersebut 
kehilangan kemampuan sehingga tidak mampu 
memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri. 
Disamping itu ia belum bisa menggunakan akalnya untuk 
mengetahui kemaslahatan akad yang akan dihadapinya. 
Adapun yang dimaksudkan dengan ijabar 
(mujabir) ialah hak seorang ayah (keatas) untuk 
menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang 
bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu. Dengan 
syarat-syarat sebagai berikut: 
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a. Tidak ada rasa permusuhan antara wali dengan 
perempuan yang menjadi wilayah (calon pengantin 
wanita). 
b. Calon suami sanggup sekufu’ dengan calon istri, atau 
yang lebih tinggi. 
c. Calon suami sanggup membayar mahar pada saat 
dilangsungkan akad nikah. 
Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, 
maka hak mijabar menjadi gugur. Sebenarnya ijabar bukan 
harus diartikan sebagai paksaan, tetapi lebih cocok 
diartikan sebagai pengarahan. Wali yang tidak mujabir 
yaitu: 
1. Wali selain ayah. 
2. Walinya terhadap wanita-wanita yang sudah baligh, 
dan mendapat persetujuan. 
3. Bila calon pengantin wanitanya janda, maka izinnya 
harus jelas baik secara lisan ataupun tulisan. 
4. Bila calon penggantinya gadis maka cukup dengan 
diam.27 
 
B. Pendapat Ulama Tentang Wali  Hakim 
Keberadaan wali hakim dalam suatu perkawinan 
merupakan suatu konsekuensi apabila seluruh jajaran dalam urutan 
                                                          
27 Selamet Abidin, Fiqh Munakahat, 96. 
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wali nasab itu tidak ada atau dikarenakan adanya sebab lain, 
misalnya adanya wali adhal sehingga wali hakim berhak 
menikahkan calon mempelai tersebut. Menurut Hanafi, bolehnya 
seorang hakim menggantikan posisi wali nasab karena tidak 
bersedianya wali nasab tersebut menjadi wali dalam 
perkawinannya. Maliki mengatakan bahwa apabila semua urutan 
wali tidak ada, maka pendapat Syafi’i dan Hanbali. Sehingga 
seluruh madzhab sepakat bahwa hakim mempunyai wali.28 
Berdasarkan Hadits Nabi tersebut:  
، لِطَاب اَهُحاَكَِنف ، لِطَاب اَهُحاَكَِنف اَهِّ ِيلَو ِنْذِإ ِْيَْغِب ْتَحَكَن ٍَةأَرْما َا ميُّأ  َف ، لِطَاب اَهُحاَكِن
 َو ُنَاطْلمسلَاف اْوُرَجَتْشا ِنِإَو ،اَهِجْر َف ْنِم َّلَحَتْسا َابِ ُرْهَمْلا اَهَل َف َاِبِ َلَخَد ْنَِإف َلا ْنَم ملِ
َاَلَ َّلَِو. 
Artinya: “Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya 
maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, 
nikahnya adalah batal. Jika dia telah digauli maka dia 
berhak mendapatkan mahar, karena lelaki itu telah 
menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi pertengkaran 
di antara mereka, maka penguasalah yang menjadi wali 
atas orang yang tidak punya wali.” 
(H.R. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan lainnya. Hadist ini 
dishahihkan oleh Syaikh al-Albani) 
Akan tetapi menurut Imamiyah dan Syafi’i, hakim tidak 
berhak mengawinkan anak gadisnya yang masih kecil, sedangkan 
Hanafi mengatakan hakim punya hak atas itu, tetapi akad tersebut 
                                                          
28 Muhammad Jawad Mughiyah, Fiqih Lima Mazhab, Pentj. Mansyur 
A.B, dkk, (Jakarta: Lentera Basritama, 2002), 345. 
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tidak mengikat, dan bila si anak sudah baligh, dia berhak 
menolaknya. Pendapat ini sesungguhnya kembali kepada pendapat 
Syafi’i dan Imamiyah, sebab dalam keadaan seperti itu, sang hakim 
telah melakukan aqad Fudhuli (tanpa izin). 
Sementara itu, menurut Maliki mengatakan bahwa apabila 
tidak ada wali yang dekat, maka hakim berhak mengawinkan laki-
laki dan perempuan kecil, orang gila laki-laki dan perempuan 
dengan orang yang se-kufu, serta mengawinkan wanita dewasa dan 
waras dengan izin mereka. Wali hakim menurut ulama Fiqih tidak 
menunjukkan adanya perbedaan pendapat dan seluruh madzhab 
sepakat bahwa keberadaan wali hakim dalam perkawinan dapat 
mengambil alih posisi wali nasab manakala wali nasab tersebut 
tidak ada. Atau tidak mungkin menghadirinya atau wali nasab 
tersebut mempersulit dalam perkawinan. 29 
 
C. Wali Hakim menurut Hukum Positif 
Di indonesia terdapat undang-undang yang mengatur 
tentang masalah perwalian dalam perkawinan yaitu dalam 
Kompilasi Hukum Islam (KHI), undang-undang nomor 1 Tahun 
1974 tentang perkawinan dan khusus mengenai wali hakim diatur 
dalam Peraturan Menteri Agama Indonesia  nomor 30 Tahun 2005 
tentang wali hakim. 
                                                          
29 Muhammad Jawad Mughiyah, Fiqih Lima Mazhab, 349. 
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Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang 
perkawinan tidak disebutkan mengenai wali hakim, tetapi undang-
undang perkawinan tersebut mengatur masalah perwalian.30 
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang merupakan 
pengembangan dari Hukum Perkawinan yang tertua dalam undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974, karena itu ia tidak lepas dari misi 
yang diemban oleh UU perkawinan tersebut, kendatipun cakupan 
hanya terbatas bagi kepentingan umat Islam. Antara lain Kompilasi 
Hukum Islam mutlak harus mampu memberikan landasan hukum 
perkawinan yang dapat dipegang oleh umat Islam.31 
Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai wali 
hakim diatur dalam pasal 23 yang menyebutkan bahwa: 
1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila 
wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau 
tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adal atau 
enggan. 
2. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat 
bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan 
Agama tentang wali tersebut.32 
                                                          
30 Zaenudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar 
Grafia, 2006), 16. 
31 Anonim, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Direktorat Jendral 
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), 22. 




Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 30 
tahun 2005 tentang wali hakim dalam perkawinan yang terdiri dari 
5 bab dan 6 pasal. Menyebutkan pembahasan secara rinci mengenai 
wali hakim adalah Kepala KUA. Adapun mengenai penunjukan 
dan kedudukan wali hakim terdapat pasal 3 yaitu: 
1. Kepala KUA dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan 
ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai 
wanita sebagaimana di maksudkan dalam pasal 2 ayat (1) 
peraturan ini. 
2. Apabila Kepala KUA dimaksudkan pada ayat (1) berhalangan 
atau, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas urusan 
Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama 
Kabupaten/Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama 
menunjukkan salah satu penghulu pada Kecamatan tersebut 
atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam 
wilayahnya. 
3. Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, 
maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama 
Islam atas nama Kepala Departemen Agama Kabupaten/Kota 
diberi kuasa atas nama Menteri Agama menunjuk pembantu 
penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi 
wali hakim pada wilayahnya. 
Berdasarkan pasal tersebut bahwa yang bertindak sebagai 
wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dan 
Apabila kepala KUA Kecamatan tersebut berhalangan atau tidak 
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ada maka menunjuk salah satu penghulu pada Kecamatan tersebut 
atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam 
wilayahnya.33 
 
D. Tentang Mashlahah Mursalah 
1. Pengertian Maslahah Mursalah 
Mashlahah mursalah terdiri dari dua kata yang 
hubungan keduanya dalam bentuk sifat-maushuf, atau dalam 
bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian 
dari al-mashlahah. Al-Mursalah (هلسرملا) adalah isim maf’ul 
(objek) dari fi’il madhi (kata dasar) dalam bentuk tsulasi (kata 
dasar yang tiga huruf), yaitu لسر, dengan penambahan huruf 
“alif” dipangkalnya, sehingga menjadi  لسرا. Secara etimologis 
(bahasa) artinya “terlepas”, atau dalam arti ةقلطم (bebas). Kata 
“terlepas” dan “bebas” di sini bila dihubungkan dengan 
mashlahah maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari 
keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya 
dilakukan.”34 
Setiap hukum yang ditetapkan Allah dalam Al-Qur’an 
begitu pula yang ditetapkan Nabi dalam sunahnya mengandung 
unsur maslahat dalam tinjauan akal, baik dalam bentuk 
                                                          
33 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 tahun 2005, (Jakarta: 
Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2005), 4. 




mendatangkan manfaat atau kebaikan yang diperoleh oleh 
manusia maupun menghindarkan kerusakan dari manusia. 
Mashlahah itu berkenan dengan hajat hidup manusia, baik 
bentuk agama, jiwa, akal, keturunan, harga diri, maupun harta. 
Oleh karena itu, dalam keadaan tidak ditemukan hukumnya 
dalam Al-Qur’an maupun Sunah Nabi dapatkan hukum syara’ 
atau fiqh ditetapkan dengan pertimbangan maslahat itu.35 
Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang 
mashlahah mursalah ini, namun masing-masing memiliki 
kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Diantara definisi 
berikut adalah36: 
1. Al-Ghazali dalam kitab al-Mustasyfa merumuskan 
mashlahah mursalah sebagai berikut : 
 َلَو ِنَلاْطُبْلِاب ِعْرَّشلا ْنِم َُهل ْدَهْشَي ْمَلاَم  ُم ٌّصَن رِاَبِتْعِلِْاب  نَّيَع 
“Apa-apa (mashlahah) yang tidak ada bukti baginya dari 
syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya 
dan tidak ada yang memperhatikannya”.37 
 
2. Al-Syaukani dalam kitab Irsyad al-Fuhul memberikan 
definisi : 
                                                          
35 Amir Syarifudin, Garis-Garis Besar Ushul Fiqh, (Jakarta:  
Kencana, 2012), cet. 1, 64-65. 
36 Amir Syarifudin, Ushul Fiqh, jilid 2, 378. 
37 Abu Hamid al-Ghazali, Al-Mustasyfa fi ‘ilm al-Ushul, (Beirut: Dar 
al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 311. 
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 ُهُر َبَتْعا ِوَا ُهاَغَْلا ُعرِاَشلا َّنَا ُمَلْع ََيل ْىِذَّلا ُبِساَنُمَلا 
“Mashlahah yang tidak diketahui apakah syari’ 
menolaknya atau memperhitungkannya”38 
 
3. Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali memberi rumusan: 
 َبِتْعِا َلَو  لَاطْبِا ُهَل ْدَهْشَي ْمَل اَم  نَّيَعُم  را  
“Mashlahah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang 
membatalkannya dan tidak pula yang memerhatikannya”39 
 
4. Jumhur ulama berpendapat, setiap hukum yang ditetapkan 
oleh nash atau ijma didasarkan atas hikmah dalam bentuk 
meraih manfaat atau kemaslahatan dan menghindari 
mafsadah.40 
Selain definisi diatas, masih banyak definisi yang 
lainnya tentang mashlahah mursalah, namun karena 
pengertiannya hampir sama, tidak perlu dikemukakan 
semuanya. Memang terdapat rumusan yang berbeda, namun 
perbedaannya tidak sampai pada perbedaan hakikatnya. 
                                                          
38 Asyyaukani, Irsyad al-Fuhul, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 
1994), 332. 
39Ibid, 333. 




Dari beberapa rumusan definisi di atas, dapat ditarik 
kesimpulan tentang hakikatnya dari mashlahah mursalah 
tersebut, sebagai berikut:  
1. Sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan 
dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan 
keburukan bagi manusia. 
2. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan 
dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum 
3. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan 
syara’ tersebut tidak ada petunjuk syara’ secara khusus 
yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara’ yang 
mengakuinya.41 
2. Dasar Hukum Mashlahah Mursalah 
Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai 
diberlakukannya teori mashlahah mursalah, diantaranya: 
a. Al-Qur’an  
Diantara ayat-ayat yang dijadikan dasar berlakunya 
mashlahah mursalah adalah firman Allah Swt dalam QS. 
Al Anbiya: 107 
 َنيِمَلاَعِْلل ًةَمَْحر َّلِإ َكاَنْلَسْرَأ اَمَو   
“Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk 
menjadi rahmat bagi seluruh alam.”42 
                                                          
41 Amir Syarifudin, Ushul Fiqh, Jilid 2, 379. 
42 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya: 




Maksudnya Allah telah menciptakan nabi 
Muhammad Saw sebagai rahmat untuk semua orang. 
Barang siapa menerima rahmat ini dan berterimakasih atas 
berkah ini, dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. 
Namun, barangsiapa yang menolaknya maka dunia dan 
akhirat akan lepas darinya. 
b. Hadits 
Hadist yang dikemukakan sebagai landasan syar’i 
atas kehujanan mashlahah mursalah adalah sabda nabi 
Muhammad SAW.  
 َراَرِض َلَو َرَرَض َل 
“Tidak boleh berbuat madhorot dan pula saling 
memadhorotkan”. (H.R Ibnu Majah dan Daruquthni dan 
lainnya. Hadits ini berkualitas hasan). 
 
c. Perbuatan Para Sahabat dan Ulama Salaf 
Para sahabat seperti Abu Bakar as Shidiq, Utsman 
Bin Affan dan para imam madzhab telah mensyariatkan 
aneka ragam hukum berdasarkan prinsip mashlahah.43 
Jadi kesimpulannya, bahwa kemaslahatan manusia itu 
selalu aktual dan tidak ada habisnya, oleh karena itu, jika tidak 
                                                          
43 Hafidzahmuda. Maslahah Mursalah.... 
https://hafidzahmuda.wordpress.com./2012/0/5/22/maslahah-mursalah/?  
Diakses pada tanggal 01 Oktober 2018. 
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ada syari’ah hukum yang berkenaan dengan mashlahah baru 
yang terus berkembang sementara pembentukan hukum hanya 
berdasarkan pada prinsip yang mendapat pengakuan syar’i saja, 
maka pembentuk hukum akan terhenti dan kemaslahatan yang 
dibutuhkan manusia disetiap masa dan tempat akan terabaikan. 
Menurut ulama Hanafiyyah, untuk menjadikan 
mashlahah mursalah sebagai dalil, diisyaratkan mashlahah 
tersebut berpengaruh pada hukum menurut para ulama 
Malikiyyah dan Hanabilah menerima mashlahah mursalah 
sebagai dalil dalam menetapkan hukum, dengan syarat sejalan 
dengan kehendak syara’ dan jenisnya didukung nash secara 
umum, dan kemaslahatan menyangkut kepentingan orang 
banyak bukan pribadi atau kelompok kecil tertentu.44 
3. Macam-Macam Mashlahah Mursalah 
Dari segi pandangan syara’ mashlahah di bagi menjadi 
3 yaitu: 
a. Mashlahah Mu’tabarah (هربتعملا حل اصملا) 
Yang dimaksud dengan mashlahah jenis ini ialah 
kemaslahatan yang terdapat nash secara tegas menjelaskan 
dan mengakui keberadaannya. Dengan kata lain, seperti 
disebutkan oleh Muhammad al-Said Ali Abd.Rabuh, 
                                                          
44 Ridwan, Fiqh Politik, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 94. 
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kemaslahatan yang diakui oleh syar’i dan terdapat dalil 
yang jelas untuk memelihara dan melindunginya.
45
 
Yang termasuk ke dalam ke dalam mashlahah ini 
ialah semua kemashlahatan yang dijelaskan dan disebutkan 
oleh nash, seperti memelihara Agama, jiwa, keturunan, 
akal, dan harta benda. Seluruh ulama sepakat bahwa semua 
maslahat yang dikategorikan kepada maslahat mu’tabarah 
wajib tegakkan dalam kehidupan, karena dilihat dari segi 
tingkatan ia merupakan kepentingan pokok yang wajib 
ditegakkan.46 
b. Mashlahah Mulgah (هغلملا حل اصملا) 
Yang disebut dengan mashlahah ini mashlahah yang 
berlawanan dengan ketentuan nash. Dengan kata lain, 
mashlahah yang tertolak karena ada dalil yang 
menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan 
dalil yang jelas.47 
c. Mashlahah Mursalah (هلس رملا حل اصملا) 
Yang dimaksudkan dengan mashlahah mursalah ini 
ialah mashlahah yang secara eksplisit tidak ada satu dalil 
pun baik yang mengakuinya maupun menolaknya. Secara 
                                                          
45Muhammad al-Said Ali Abd. Rabuh, Buhus Fi al-Adillah al-
Mukhtalaf Fiha ‘Inda al-Ushuliyin, (Mesir: Matba’ah al-Sa’adah, 1980), 95.  
46 Romli, Studi Perbandingan Ushul Fiqh, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2014), cet.1, 224. 
47 Ibid, 225. 
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lebih tegas mashlahah mursalah ini termasuk jenis 
mashlahah yang didiamkan oleh nash. Abdul Karim Zaidin 
menyebutkan yang dimaksud dengan mashlahah mursalah 
ialah 
48اهرابتعا ىلع لواغلا ىلع عراشلا صني مل حلاصم 
“Mashlahah yang tidak disebutkan oleh nas baik 
penolaknya maupun pengakuannya”. 
 
Dengan demikian mashlahah mursalah ini 
merupakan mashlahah yang sejalan dengan syara yang 
dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan 
yang dihajatkan manusia serta terhindar dari kemudaratan. 
Diakui bahwa dalam kenyataan jenis maslahat yang disebut 
terakhir ini terus bertambah dalam kenyataannya jenis 
mashlahah yang disebut terakhir ini terus tumbuh dan 
berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat 
Islam. 49 
Sedangkan ulama ushul membagi mashlahah kepada 
tiga bagian, yaitu: 
a. Maslahah Dharuriyah (هيرورضلا ةحلصملا) 
Adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat 
dibutuhkan oleh hidup manusia artinya, kehidupan 
                                                          
48 Abdul Karim Zaidan, al-Wajiz Fi Ushul al- Fiqh, (Bagdad: al-Dar 
al- Arabiyah Littba’ah, 1997), cet. 6, 237. 
49 Ibid.  
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manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dan prinsip 
yang lima itu tidak ada.50 Zakariya al-Biri menyebutkan 
bahwa maslahat daruriyat ini merupakan dasar asasi untuk 
terjaminnya kelangsungan hidup manusia. Jika ia rusak, 
maka akan muncullah fitnah dan bencana yang besar. 
 موقت يلا روملا يه ةيرهوجلا ةيساسل ا يا ةيرورضلا حلاصملا
 تمعو ةايحلا ماظن لتخا تفلخت اذا ثيحب سانلا ةايح اهيلع
ىضوفلا ريبكلا د اسفلا و ةنتفلا تن اك و51 
Lebih lanjut Zakariya al-Biri menjelaskan bahwa 
yang termasuk dalam lingkup maslahat daruriyat ini ada 
lima macam yaitu hal-hal yang berkaitan dengan 
pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. 
Umumnya para pakar ushul fiqh sepakat bahwa lima aspek 
tersebut merupakan maslahat yang paling asasi. Karena 
jika terganggu akan mengakibatkan rusaknya sendi-sendi 
kehidupan.52 
b. Mashlahah Hajiyat (ةيج احلا ةحلصملا) 
Yaitu maslahat yang tingkat kebutuhan hidup 
manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri.  
Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi 
pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (dharuri), tetapi 
                                                          
50 Amir Syarifudin, Ushul Fiqh, Jiid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), 371. 
51 Zakariyaa al-Biri, Masadir al-Ahkam al-Islamiyah, (Kairo: Dar-al 
Ittihad Littba’ah, 1975), 124. 
52 Ibid, 125. 
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secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam 
hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan 
hidup manusia.  Mashlahah hajiyah juga tidak terpenuhi 
dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung 
menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi 
secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan 
perusakan.53 
c. Mashlahah Tahsiniyah ( هينسحتلا ةحلصملا) 
Mashlahah ini sering pula disebut dengan 
mashlahah takmiliyah yang dimaksud dengan mashlahah 
jenis ini ialah sifatnya untuk memelihara kebagusan dan 
kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Sekiranya, 
kemaslahatan tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan 
tidaklah menimbulkan kesulitan kegoncangan serta 
rusaknya tatanan kehidupan manusia. Dengan, kata lain 
kemaslahatan ini lebih mengacu keindahan saja.54 
Tiga bentuk mashlahah tersebut, secara berurutan 
menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya. Yang kuat 
adalah mashlahah dharuriyah, kemudian mashlahah hajiyah 
dan mashlahah tahsiniyah. Mashlahah tahsiniyah sifatnya 
                                                          
53 Ibid, 125. 
54 Jalaludi Abdurahman, Al-masalih al-mursalah wa makanatuha Fi 
Tasyri, (Mesir: Matba’ah al-Sa’adah, 1983), cet. 1, 21. 
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untuk kesempurnaan dan pelengkap saja serta tidak sampai 
merusak kehidupan jika ia tidak dapat diwujudkan.55 
4. Syarat-syarat Mashlahah Mursalah 
Tentang persyaratan untuk menggunakan mashlahah 
mursalah ini, dikalangan ulama ushul memang terdapat 
perbedaan baik dari segi istilah maupun jumlahnya. Zaky al-
Din Sya’ban, misalnya menyebutkan tiga syarat yang harus 
diperhatikan bila menggunakan mashlahah mursalah dalam 
menetapkan hukum. Ketiga, syarat itu adalah: 
a. Kemaslahatan itu hendaknya kemaslahatan yang memang 
tidak terdapat dalil yang menolaknya.  
 ليلد مفي مل يتلا حلاصملا نم ةحلصملا وكت نااهئ اغلا ىللع لدي يعرش56 
“Dengan kata lain, jika terdapat dalil yang menolaknya 
tidak dapat diamalkan”. 
 
b. Mashlahah mursalah itu hendaklah mashlahah yang dapat 
dipastikan bukan hal yang samar-samar atau perkiraan dan 
rekayasa saja.57 
                                                          
55 Romli, Studi Perbandingan Ushul Fiqh, cet 1, (Yogyakarta, 
Pustaka Pelajar, 2014), 223. 
56Zaky al-Din Sya’ban, Ushul al-Fiqh al-Islami, (Mesir: Matba’ah 
Dar al-Ta’lif, 1965), 173. 




 ةعطق ةحلصلا نوكت ناةينظل58 
“Menurut Zaky al-Din Sya’ban diisyaratkan bahwa 
mashlahah mursalah itu bukan berdasarkan keinginannya 
saja, karena hal yang demikian tidak dapat diamalkan”. 
c. Mashlahah Mursalah hendaklah mashlahah yang bersifat 
umum 
ةماعلا حلاصلا نم نوكت نا59 
Yang dimaksud dengan maslahat yang bersifat umum ini 
adalah kemaslahatan yang memang terkait dengan 
kepentingan orang banyak. 
Abdul Wahab Khallaf menjelaskan beberapa 
persyaratan dalam memfungsikan mashlahah mursalah yaitu: 
a. Sesuatu yang dianggap mashlahah itu haruslah berupa 
mashlahah hakiki yaitu yang benar-bener akan 
mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, 
bukan berupa dugaan belakang dengan hanya 
mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat 
kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.60 
b. Sesuatu yang dianggap mashlahah itu hendaklah berupa 
kepentingan umum, bukanlah kepentingan pribadi. 
                                                          
58 Zaky al-Din Sya’ban, Ushul al-Fiqh al Islami, 173. 
59 Ibid.  
60 Satri Efendi & M.Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana Media Grup, 
2005), cet. 2, 152. 
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c. Sesuatu yang dianggap mashlahah itu tidak bertentangan 
dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Qur’an atau 
sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan ijma’.61 
5. Pendapat Ulama Mengenai Maslahah Mursalah dan 
kehujjahannya 
Tidak disangkal bahwa dikalangan mazhab Ushul 
memang terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan 
mashlahah mursalah dan kehujjahannya dalam hukum Islam 
baik yang menerima maupun yang menolak. Uraian berikut ini 
akan menjelaskan perbedaan pendapat antara kalangan mazhab 
ushul yang menerima dengan yang menolak serta argumentasi 
mereka masing-masing. 
a. Kelompok pertama mengatakan bahwa mashlahah 
mursalah adalah merupakan salah satu dari sumber hukum 
dan sekaligus hujjah syari’ah. Kelompok ini menerima 
adanya mashlahah mursalah. Pendapat ini dianut mazhab 
Maliki dan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Menurut penjelasan 
Abdul Karim Zaidan,62 Imam Malik dan pengikutnya serta 
Imam Ahmad menjadikan mashlahah mursalah sebagai 
dalil hukum dan hujjah dalam menetapkan hukum. Imam 
Muhammad Abu Zahrah,63 bahkan menyebutkan bahwa 
                                                          
61 Ibid, 153. 
62 Abdul Karim Zaidan, al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh, (Bagdad: al-Dar 
al-Arabiyah Littiba’ah, 1977), cet. 4, 238. 
63 Muhammad Abu Zahra, Ushul al-Fiqh, (Kairo: Dar al-Fikr al-
Arabi, 1958), 280. 
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Imam Maliki dan pengikutnya merupakan mazhab yang 
mencanangkan dan menyuarakan mashlahah mursalah 
sebagai dalil hukum dan hujjah syar’iyah. Adapun yang 
menjadi alasan atau argumentasi kelompok pertama ini 
bahwa mashlahah mursalah merupakan dalil dan hujjah 
syar’iyah adalah sebagai berikut: 
1) Menurut kelompok ini, seperti dijelaskan oleh Abu 
Zahra, bahwa para sahabat telah menghimpun Al-
Qur’an dalam satu mushaf, dan ini dilakukan karena 
khawatir Al-Qur’an bisa hilang. Hal ini tidak ada pada 
masa Nabi dan tidak ada pula larangannya.  Dan pada 
praktiknya para sahabat menggunakan mashlahah 
mursalah yang sama sekali tidak ditemukan satu dalil 
pun melarang atau menyuruhnya. 
2) Sesungguhnya para sahabat telah menggunakan 
mashlahah mursalah sesuai dengan tujuan syara’ maka 
harus diamalkan sesuai dengan tujuannya itu.  
Atas dasar ini, jelaskan bahwa bagi kelompok pertama 
ini mashlahah mursalah ini merupakan bagian dari 
tujuan syariat, meskipun tidak disebutkan secara 
eksplisit di dalam nash. 
3) Adapun selanjutnya, seperti dijelaskan Zaky al-Din 
Sya’ban bahwa sesungguhnya tujuan persyar’iatan 
hukum adalah untuk merealisir kemaslahatan dan 
menolak timbulnya kerusakan dalam kehidupan 
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manusia. Dan tidak diragukan lagi bahwa 
kemaslahatan itu akan terus berkembang sesuai dengan 
perkembangan zaman dan begitu pula kemaslahatan itu 
akan terus berubah dengan perubahan situasi dan 
lingkungan.  
Alasan ketiga ini merupakan kata kunci bagi kelompok 
pertama dalam mempertahankan kedudukan 
mashlahah mursalah dan kehujjahan syariah.64 
b. Kelompok yang menolak mashlahah mursalah sebagai 
hujjah syar’iyah. 
Kelompok kedua ini berpendapat bahwa mashlahah 
mursalah tidak dapat diterima sebagai hujjah dalam 
menetapkan hukum. Yang termasuk dalam kelompok yang 
mengingkari mashlahah mursalah ini, sebagai dijelaskan 
oleh Abdul Karim Zaidin, ialah mazhab Hanafi, Mazhab 
Syafi’i dan mazhab Zahiriyah.65 Bahkan dikabarkan bahwa 
mazhab Zahariyah merupakan mazhab penentang ulama 
atas kehujjahan mashlahah mursalah. Adapun yang 
menjadi dasar penolakan kelompok kedua ini, sebagaimana 
dijelaskan oleh Zaky al-Din Sya’ban adalah sebagai 
berikut: 
                                                          
64 Zaky al-Din Sya’ban, Ushul al-Fiqh al-Islami, (Mesir: Matba’ah 
Dar al-Ta’lif, 1965), 176. 
65  Abdul Karim Zaidan, al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh, (Baghdad: al-Dar 
al-Arabiyah Littiba’ah, 1977), cet. 4, 238. 
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1. Menurut kelompok kedua ini, bahwa Allah menolak 
sebagian maslahat dan mengakui sebagai yang lainnya, 
sementara mashlahah mursalah adalah hal yang 
meragukan. Sebab boleh jadi mashlahah mursalah 
ditolak atau diakui oleh syar’i keberadaannya. Oleh 
karena itu, mashlahah mursalah tidak mungkin dan 
tidak dapat digunakan sebagai alasan dalam pembinaan 
hukum. 
2. Sesungguhnya menggunakan mashlahah mursalah 
dalam penetapan hukum adalah menempuh jalan 
berdasarkan hawa nafsu dan hal seperti ini tidak 
dibolehkan. 
3. Kemudian kelompok kedua ini mengatakan bahwa 
66menggunakan mashlahah mursalah berarti akan 
menimbulkan perbedaan hukum karena perbedaan 
zaman dan lingkungan. Sesungguhnya kemaslahatan 
itu sebagai mana kita saksikan akan selalu berubah 
dengan terjadinya perubahan zaman dan situasi. Tentu 
hal ini akan menghilangkan fungsi keumuman syariat 
dan nilainya yang berlaku setiap zaman dan tempat. 
Dari perbedaan pendapat antar kelompok yang 
menerima mashlahah mursalah sebagai hujjah dan kelompok 
yang menolak, serta alasan mereka masing-masing, ternyata 
                                                          
66 Romli, Studi Perbandingan Ushul Fiqh, 234. 
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akar perbedaannya terletak pada sisi pandangan mereka 
masing-masing tentang mashlahah mursalah. Setelah 
mencermati perbedaan para ulama ushul fiqh tentang 
mashlahah mursalah dalam hukum Islam, maka sebetulnya 
antara kelompok yang menggunakan mashlahah mursalah 
dengan kelompok yang menolak dapat disimpulkan bahwa 
mereka pada dasarnya terdapat titik temu bahwa kelompok 
kedua tidak menolak sepenuhnya mashlahah mursalah.67 
 
                                                          




PENETAPAN WALI HAKIM BAGI ANAK PEREMPUAN 
YANG LAHIR KURANG DARI 6 BULAN DI KUA 
KECAMATAN TEGAL SELATAN 
                  
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Tegal Selatan 
1. Kondisi Objektif KUA Kecamatan Tegal Selatan 
KUA Kecamatan Tegal Selatan merupakan salah satu 
dari 4 KUA Kecamatan di lingkungan Kantor Kementerian 
Agama Kota Tegal. Wilayah Kecamatan Tegal Selatan 
dulunya masuk wilayah Kabupaten Tegal. Namun pada 
Tahun 1990 Kecamatan Tegal Selatan menjadi Kecamatan 
bungsu di Pemerintahan Kota Tegal. Dan pada tahun 1991 
secara resmi berdirilah Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Tegal Selatan dengan Kantor yang masih kontrak di jalan 
Teuku Umar Kelurahan Debong Tengah. Namun sejak tahun 
1993 KUA Tegal Selatan menempati gedung di jalan Teuku 
Cik Ditiro Kelurahan Bandung dimana tanah tersebut 
merupakan eks tanah bengkok desa Bandung. 
Para kepala KUA  Kecamatan Tegal Selatan dari dulu 
sampai sekarang, tidak hanya berkiprah dalam mengurusi 
urusan pernikahan dan rujuk saja, tapi mereka diberi tugas 
tambahan untuk menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf  
sehingga beban tugas kepala KUA kecamatan Tegal Selatan 
bisa dikatakan cukup padat. 
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2. Kondisi Pemerintahan 
Kecamatan Tegal Selatan terdiri dari delapan (8) 
Kelurahan, 42 RW dan 237 RT. Dengan rincian sebagai 
berikut1 : 
Tabel 3 
Data Nama Kelurahan Kecamatan Tegal Selatan 
No Kelurahan RT RW 
1 Randugunting 89 12 
2 Debong Tengah 33 6 
3 Debong Kidul 20 4 
4 Debong Kulon 18 4 
5 Bandung 22 5 
6 Tunon 21 4 
7 Keturen 17 3 
8 Kalinyamat Wetan 17 4 
 JUMLAH 237 42 
 Sumber: Data Statistik Kecamatan Tegal Selatan 
Tahun 2017. 
  
                                                          
1 Data Statistik Kecamatan Tegal Selatan Tahun 2017 diakses pada 












Jumlah laki-laki perempuan 
1.  Bandung  2.984 3.1000 6.084 
2.  Kalinyamat 
Wetan 
2.451 2.405 4.856 
3.  Debong Kidul 2.771 2.582 5.353 
4.  Debong Kulon 2.453 2.634 5.087 
5.  Debong Tengah 8.124 7.767 15.891 
6.  Keturen  2.355 2.272 4.627 
7.  Tunon  3.047 2.862 5.909 
8.  Randugunting  9.257 9.314 18.571 
          Jumlah  33.442 32.936 66.378 
Sumber: Data Kependudukan Kecamatan Tegal Selatan 
2017. 
 
3. Keadaan Sosio Religiusnya. 
1) Tempat peribadatan di Kecamatan Tegal Selatan sebagai 
berikut2: 
 
                                                          




Data tempat peribadatan di Kecamatan Tegal Selatan 
No Kelurahan Masjid Langgar Mushola Gereja Vihara Pura 
1 Randugunting 12 26 2 - - - 
2 Debong Tengah 8 22 1 - - - 
3 Debong Kidul 6 8 1 - - - 
4 Debong Kulon 5 4 1 - - - 
5 Bandung 7 7 2 - - - 
6 Tunon 2 8 1 - - - 
7 Keturen 4 4 1 - - - 
8 Kal. Wetan 3 6 1 - - - 
 JUMLAH 47 85 10 - - - 
Sumber: Data Statistik Kecamatan Tegal Selatan Tahun 2017. 
2)  Kelembagaan Agama Islam 
Selain Kantor Urusan Agama, di 
Kecamatan Tegal Selatan terdapat pula berbagai lembaga 
keagamaan yang bertugas memberikan pelayanan dan 
pembinaan terhadap kehidupan keagamaan masyarakat. 
4. Ibadah Sosial 
1) Zakat 
Peningkatan pembinaan zakat, infaq dan sodaqoh 
melalui program sosialisasi sesuai dengan Undang-
Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, 
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pengumpulan dan pemberdayaan secara 
berkesinambungan sesuai ketentuan hukum yang 
berlaku.   
2) Bimbingan Manasik Haji 
Bimbingan manasik haji dilaksanakan setiap 
tahun bekerja sama dengan KBIH yang pelaksanaannya 
disesuaikan dengan jumlah dari bagian urusan haji 
Kementerian Agama Kota Tegal. 
3) Tanah Wakaf dan Kegunaannya. 
Peningkatan pemanfaatan tanah wakaf dengan 
sasaran terkoordinirnya pemanfaatan tanah wakaf beserta 
sertifikasinya sehingga dapat dikelola secara optimal. 
Adapun jumlah tanah wakaf seluruhnya di 
Kecamatan Tegal Selatan ini berjumlah 100 lokasi, seluas 
113.291 M2.  
5. Visi dan Misi KUA Kecamatan Tegal Selatan 
a) Visi KUA Kecamatan Tegal  Selatan 
Terwujudnya nilai-nilai religi sebagai landasan 
moral dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat di 
lingkungan Kecamatan Tegal Selatan. 
b) Misi KUA Kecamatan Tegal Selatan 




2. Meningkatkan kualitas pemahaman dan 
pengembangan keluarga sakinah serta sosialisasi 
produk makanan halal 
3. Peningkatan kualitas pelayanan ibadah sosial 
keagamaan dan pengembangan pemberdayaan zakat, 
infak dan shodaqoh 
4. Optimalisasi pensertifikatan tanah wakaf 
5. Pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan dalam 
proses pembangunan. 
6. Memperkokoh kerukunan umat beragama atas dasar 
saling menghormati. 
7. Peningkatan pembinaan Jamaah Haji. 
8. Mendorong berkembangnya masyarakat madani yang 
dilandasi nilai-nilai Religi dan nilai-nilai luhur budaya 
daerah.3 
6. Program Kerja KUA Kecamatan Tegal Selatan 
a) Pokok-Pokok Program sebagai berikut: 
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan 
prasarana kantor. 
2. Meningkatkan profesionalisme personil KUA 
3. Meningkatkan  tertib administrasi 
4. Meningkatkan pelayanan di bidang kepenghuluan 
                                                          
3http://kuategalselatan.blogspot.com/2017/05/data-majelis-talim-se-
kec-tegal-selatan.html, diakses pada tanggal 2 Oktober 2018. 
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5. Meningkatkan pelayanan di bidang BP4 dan keluarga 
sakinah 
6. Meningkatkan pelayanan di bidang zakat, wakaf, 
infaq, sodaqoh dan ibadah sosial. 
7. Meningkatkan pelayanan di bidang ibadah haji 
8. Meningkatkan pelayanan di bidang kemasjidan dan 
hisab ru’yah 
9. Meningkatkan pelayanan di bidang produk halal 
10. Meningkatkan pelayanan di bidang  lintas sektoral 
 
b) Program Unggulan 
Dari beberapa program kerja yang dicanangkan 
KUA Kecamatan Tegal Selatan, ada tiga program 
unggulan yang akan dilaksanakan oleh KUA Kecamatan 
Tegal Selatan yang semuanya mengarah 
kepada terwujudnya pelayanan prima terhadap masyarakat. 
1) Komputerisasi Pelayanan Nikah.  
Menyadari keterbatasan tenaga karyawan KUA yang 
kurang, sementara tugas-tugas rutin semakin banyak, 
maka salah satu solusi untuk memberikan pelayanan 
yang prima terhadap masyarakat adalah dengan sistem 
komputerisasi. Semua data manten akan diupayakan 
dimasukkan komputer agar lebih aman, selain itu lebih 
mudah untuk proses pencarian ketika diperlukan untuk 
pembuatan Duplikat Nikah (DN). Lewat program 
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SIMKAH diharapkan seluruh pencetakan blanko N, 
NA, dan NB dilakukan dengan printer dan tidak lagi 
ditulis manual. 
2) Profesionalisme dan Disiplin personil KUA. 
Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan 
ujung tombaknya Kementerian Agama di tingkat 
Kecamatan. Baik buruknya citra Kementerian Agama 
bisa dilihat dari KUA-nya. Oleh sebab itu, KUA 
Kecamatan Tegal Selatan berupaya keras untuk 
meningkatkan profesionalisme dan disiplin 
karyawannya dalam bekerja.  
 
c) Pelaksanaan Program 
Dalam melaksanakan tugasnya, KUA 
kecamatan Tegal Selatan berpedoman pada Peraturan 
Menteri Agama (PMA) RI No. 11 tahun 2007 TENTANG 
PENCATATAN NIKAH, yaitu Kantor Urusan Agama 
Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi 
Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian 
tugas Kantor Departemen Agama kabupaten/kota di bidang 
urusan agama islam dalam wilayah kecamatan.4 
 
                                                          




B. Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Yang Lahir 
Kurang Dari 6 Bulan di KUA Kecamatan Tegal Selatan. 
Dalam proses pernikahan yang menggunakan wali hakim 
bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA 
kecamatan Tegal Selatan secara teknis sama halnya dengan 
pernikahan pada umumnya menggunakan PMA No. 11 Tahun 2007 
Tentang Pencatatan Nikah Bab 3 pasal 5 ayat 2, persyaratan yang 
harus dilengkapi sebagai berikut: 
1. Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/lurah atau nama 
lainnya; 
2. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat 
keterangan asal usul calon mempelai dari kepala desa/lurah 
atau nama lainnya; 
3. Persetujuan kedua calon mempelai; 
4. Surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala 
desa/pejabat setingkat; 
5.  Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai belum 
mencapai usia 21 tahun; 
6. Izin dari pengadilan, dalam hal kedua orang tua atau walinya 
sebagaimana;  
7. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum 
mencapai umur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum 
mencapai umur 16 tahun; 




9. Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak 
beristeri lebih dari seorang; 
10. Kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi 
mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama; 
11. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/isteri 
dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat setingkat bagi 
janda/duda; 
12. Izin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara 
bagi warga negara asing.5 
Untuk proses penetapan wali hakim dalam pernikahan anak 
perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA Kecamatan 
Tegal Selatan dalam prakteknya yaitu setelah calon pengantin 
mendaftar secara resmi pihak KUA meneliti berkas, setelah 
pendaftaran resmi pengantin perempuan maupun laki-laki dan 
walinya datang ke kantor lalu diadakannya pemeriksaan berkas 
nikah dan berkas di cek apakah persyaratan nikah sudah lengkap 
atau belum. Setelah dinyatakan semua syarat-syarat nikah lengkap 
lalu pihak KUA mencocokkan berkas-berkas seperti buku nikah 
orang tua mempelai perempuan dan akta kelahiran calon mempelai 
perempuan keduanya.  
                                                          




Dari data tersebut pihak KUA menghitung kelahiran calon 
mempelai perempuan apakah anak perempuan lahir kurang dari 6 
bulan dari pernikahan orang tuanya atau lebih. Jika terdeteksi si 
calon mempelai perempuan lahir kurang dari 6 bulan dari 
pernikahan orangtuanya maka pihak KUA meminta calon 
pengantin untuk keluar dahulu dari ruangan pemeriksaan berkas 
lalu pihak KUA menanyakan terkait status anak perempuan 
tersebut apakah benar anak tersebut lahir sebelum 6 bulan 
pernikahan orangtuanya, ketika benar adanya bahwa anak tersebut 
lahir kurang dari 6 bulan kepala KUA langsung menetapkannya 
menggunakan wali hakim. Karena bapaknya tidak bisa menjadi 
wali dikarenakan anak tersebut terdeteksi lahir kurang dari 6 bulan 
dari pernikahan orangtuanya. Jika orangtuanya memaksakan untuk 
menikahkan menggunakan wali nasab KUA Kecamatan Tegal 
Selatan akan menolaknya karena harus menggunakan wali hakim 
sesuai ketentuan yang sudah berlaku di KUA Kecamatan Tegal 
Selatan selama ini.6 
Langkah-langkah yang dilakukan KUA Kecamatan Tegal 
Selatan ketika ada calon pengantin menolak dinikahkan 
menggunakan wali hakim karena calon pengantin perempuan 
terdeteksi lahir kurang dari 6 bulan dari tanggal pernikahan 
orangtuanya yaitu: 
                                                          
6 Hasil wawancara dengan H. Saat (Kepala KUA Kecamatan Tegal 
Selatan), pada hari Rabu 12 September 2018, jam 08:20, di Kantor KUA 
Kecamatan Tegal Selatan. 
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1. Melakukan pendekatan dengan calon pengantin dan 
keluarganya untuk memberikan pengetahuan tentang urut-
urutan wali, syarat-syarat wali dan tentang wali baik secara fiqh 
maupun undang-undang. 
2. Pihak KUA turun ke lapangan untuk mencari bukti sebagai 
penguat keputusan yang dikeluarkan pihak KUA tentang wali 
hakim. 
3. Memberikan surat penolakan ketika dua cara tersebut pun 
ditolak oleh pihak pengantin untuk melakukan gugatan di 
Pengadilan Agama. 
Tetapi ketika pihak pengantin melakukan banding di 
Pengadilan Agama maka setelah putusan itu keluar pihak KUA  
melakukan pernikahan tersebut menggunakan wali nasab tetapi 
sebelum pernikahan terjadi biasanya dilakukan sumpah terlebih 
dahulu menggunakan Al-Qur’an kepada wali  baru bisa dilakukan 
pernikahan. Tetapi selama ini di KUA Kecamatan Tegal Selatan 
belum pernah terjadi seperti itu dan Pernikahan tersebut selalu 
menggunakan wali hakim yaitu dengan kepala KUA Kecamatan 
Tegal Selatan. Karena apabila penghulu yang bertindak sebagai 
wali hakim maka harus ada surat ketetapan/surat kuasa dari kepala 
seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam Kepala KUA 
Kabupaten/Kota. 
Ketika pemeriksaan berkas telah selesai maka perkawinan 
dapat dilaksanakan setelah hari ke 10 sejak pengumuman hendak 
melakukan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Akad nikah 
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yang dilaksanakan menggunakan wali hakim sama halnya dengan 
nikah pada umumnya. Yang menjadi perbedaan adalah walinya 
saja. 
Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan 
menggunakan wali hakim di KUA Kecamatan Tegal Selatan yaitu: 
1. Tidak ada wali nasab 
Artinya bahwa wali nasabnya sudah tidak ada atau 
tidak mempunyai wali urut dikarenakan jajaran dan urutan 
sudah tidak ada. 
2. Wali ghaib 
Adalah wali yang hilang dan tidak ada kabar beritanya, 
sehingga tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui pula 
apakah ia masih hidup atau sudah meninggal. 
3. Wali adhol 
Adalah wali nasab yang mempunyai kekuasaan untuk 
menikahkan mempelai perempuan yang berada dibawah 
perwaliannya, tetapi wali tersebut tidak bisa atau tidak mau 
menikahkan anaknya sebagai layaknya seorang wali tersebut. 
4. Anak luar kawin/anak yang lahir kurang dari 6 bulan.  
Artinya bahwa seseorang anak hanya dapat dinasabkan 
kepada ibunya karena anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan 
dari tanggal pernikahan orangtuanya. 
Berikut ini hasil dari wawancara dengan orang tua 
yang bersangkutan yaitu bapak Hadi selaku wali dari Riska 
Widiana. Pak Hadi tidak tahu menahu secara pasti tentang wali 
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karena dirinya sangat minim dengan pengetahuan dan 
agamanya. Ketika anaknya harus dinikahkan dengan wali 
hakim pak Hadi pun menanyakan hal tersebut kepada KUA 
Kecamatan Tegal Selatan mengapa anaknya harus dinikahkan 
menggunakan wali hakim sedangkan dirinya masih sanggup 
untuk menjadi wali nikah dari anaknya. Setelah mendapat 
penjelasan dari pihak KUA pak Hadi menerima dan mengakui 
tentang asal usul anaknya tersebut. Tetapi dalam hatinya pak 
Hadi sangat kecewa dan merasa bersalah kepada anaknya 
tersebut.7 Dan Anaknya Riska mengatakan dalam hal ini 
dirinya selaku pengantin perempuan tidak tahu tentang 
perwalian karena ketika dia menikah yang dia tahu bahwa 
bapaknya sendiri yang menikahkan yang diwakilkan bapak 
penghulu tetapi dia baru mengetahui ketika melihat di buku 
nikahnya dan setelah mendapat penjelasan dari keluarga 
akhirnya dia menerima.8 
Wawancara selanjutnya dengan bapak Waryono wali 
dari Siti Komala. Dalam hal ini pak Waryono tidak tahu 
menahu tentang perwalian dalam pernikahan. Ketika diberi 
tahu bahwa anaknya harus menikah menggunakan wali hakim 
pak Waryono menerima saja karena beliau merasa dahulu 
                                                          
7 Wawancara dengan bapak Hadi Irawan pada hari kamis 13 
September 2018, Jam 13:00, di rumahnya. 
8 Wawancara dengan Riski Widiana, pada hari Kamis 13 September 
2018, Jam 13:40, di rumahnya. 
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pernah melakukan kesalahan sebelum menikah. Pak Waryono 
baru tahu tentang wali hakim setelah dijelaskan oleh pihak 
KUA bahwa anaknya terdeteksi lahir kurang dari 6 bulan.9 Dan 
pendapat Siti Komala mengenai hal ini sebelumnya ia tidak 
tahu menahu soal perwalian karna yang ia tahu bahwa kalau 
yang menjadi wali nikah bapaknya sendiri tetapi ketika ia 
menikah ternyata yang menikahkan wali hakim disitu ia sangat 
malu dan tidak percaya tetapi dengan adanya alasan dari 
orangtua dia mau menerimanya dan dia tau kenapa dalam 
pernikahanya yang menjadi wali adalah wali hakim.10 
Selanjutnya dalam hal ini pak Abdul Aziz mengatakan 
dirinya tidak tahu tentang wali nikah. Ketika anaknya harus 
dinikahkan dengan wali hakim karena terdeteksi kurang dari 6 
bulan pak Abdul Aziz menolaknya karena beliau ingin 
menikahkan anaknya sendiri tetapi pihak KUA menolaknya 
dengan alasan karena anaknya lahir kurang dari 6 bulan. 
Setelah diberi penjelasan dan alasan dari KUA akhirnya pak 
Abdul Aziz menerimanya walaupun sebenarnya pak Abdul 
Aziz sangat kecewa dengan keputusan dari KUA.11  Mega 
Widiasari selaku anak dari Bapak Abdul Aziz mengatakan 
                                                          
9 Wawancara dengan bapak Waryono pada hari kamis 13 September 
2018, Jam 16:30, di rumahnya. 
10 Wawancara dengan Siti Komala, pada hari Kamis 13 September 
2018, Jam 17:00 di rumahnya. 
11 Wawancara dengan bapak Abdul Aziz, pada hari Jumat 14 
September 2018, Jam 09:00 dirumahnya. 
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dalam hal ini ia sama sekali tidak tahu menahu karena ia 
serahkan semua persoalan ini dengan pihak KUA karena 
menurutnya pihak KUA yang tahu tentang prosedur dan syarat 
nikah.12 
Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa respon dari 
wali atau mempelai perempuan sebenarnya mereka semua 
tidak tahu aturan yang ada karena dengan kurangnya 
pengetahuan dan agama yang kuat. Yang mereka tahu menikah 
ketika masih ada walinya akan menggunakan wali itu. Dan 
mereka semua sebenarnya sangat menginginkan menjadi wali 
dan sebaliknya mempelai perempuan pun ingin bapaknya 
sendiri yang menjadi wali. Tetapi karena keterbatasan mereka 
tentang pengetahuan maka mereka menyerahkan semuanya 
kepada pihak KUA dan P3N. 
Berikut ini data nama calon pengantin yang melakukan 
pernikahan menggunakan wali hakim karena calon pengantin 
perempuan terdeteksi lahir kurang dari 6 bulan dari tahun 2016-
2017 di KUA Kecamatan Tegal Selatan 13 
  
                                                          
12 Wawancara dengan Mega Widiasari, pada hari Jumat 14 
September, Jam 14:00 di rumahnya. 





Data nama calon pengantin yang menggunakan wali 
hakim karena lahir kurang dari 6 bulan 
No. Tanggal 
Pernikahan 
Nama Suami Tanggal 
Lahir Suami 




1.  16/12/2017 Romi Fajri 
Alqadri 
09/09/1986 Shinta Anjar 
Noviani 
20/11/1993 Hakim 






3.  18/11/2017 Moh Teguh 
Irfan Maulana 
17/07/1996 Purwati 11/09/1998 Hakim 
4.  27/09/2017 Rojiun 13/08/1987 Sindy 
Sopiasari 
05/07/2000 Hakim 





6.  22/07/2017 Mulyadi 21/11/1993 Yunita Eka 
Riana 
11/06/1989 Hakim 
7.  16/07/2017 Saefudin 
Kuntoro 
06/11/1983 Windi Astuti 18/12/1988 Hakim 
8.  14/07/2017 Toni Santoso 13/11/1991 Nur 
Istiqomah 
01/12/1995 Hakim 



















12.  01/07/2017 Sudiyanto 26/05/1986 Purwatinings
ih 
10/03/1985 Hakim 
13.  02/07/2017 Erik Sarip 
Hidayat Tuloh 
13/04/1986 Ma' Rifatul 
Afifah 
28/05/1992 Hakim 





15.  29/06/2017 Sugiharto 23/09/1992 Wiwin 15/05/1995 Hakim 
16.  30/04/2017 Muhammad 
Hildan Azizi 
30/03/1992 Sri Dewi 
Wulandari 
23/03/1992 Hakim 
17.  18/04/2017 Komarudin 06/06/1986 Wiwin 
Anggreani 
04/11/1998 Hakim 











20.  20/03/2017 Slamet 
Mujiono 
04/05/1982 Sriyati 27/03/1978 Hakim 
21.  17/03/2017 Untung 
Siswanto 
16/06/1992 Jamilah 01/07/1994 Hakim 
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22.  09/03/2017 Joni Irawan 15/01/1988 Ninis 
Apriani 
22/04/1988 Hakim 
23.  03/03/2017 Mohammad 
Ardiyanto 
27/02/1989 Tria Agus 
Tina 
27/08/1994 Hakim 
24.  03/01/2017 Tri Harwono 17/06/1992 Mega 
Rohmania 
01/08/1993 Hakim 
25.  02/01/2017 Ahmad Irfan 
Fauzi 
24/10/1990 Ade Tias 
Handayani 
14/11/1996 Hakim 





27.  06/12/2016 Slamet 
Supriyazi 
13/05/1990 Nurul Aini 30/06/1992 Hakim 
28.  05/11/2016 Muhamad Arif 
Nurfatah 
17/03/1991 Ni Indra 
Priatna Sari 
11/04/1991 Hakim 
29.  30/09/2016 Soleh 10/02/1969 Juwariyah 08/10/1987 Hakim 





31.  26/09/2016 Ali Mustofa 12/08/1980 Suci 
Rohendri 
17/07/1978 Hakim 
32.  23/09/2016 Saeful Bachri 24/12/1979 Diah 
Rikhaniwati 
16/08/1985 Hakim 
33.  01/08/2016 Krisdwiliyanto 07/03/1984 Ropikoh 26/02/1990 Hakim 
34.  26/07/2016 Homes Jordan  
Hendrik 
27/02/1984 Fitriyah 23/03/1991 Hakim 
35.  25/07/2016 Suparno 30/03/1987 Waskiyah 10/04/2000 Hakim 
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36.  24/07/2016 Miftakhul 
Rizqi 
22/06/1988 Uni Sofiati 19/06/1989 Hakim 
37.  13/07/2016 Purwanto 10/12/1986 Nur Halimah 24/05/1991 Hakim 
38.  12/07/2016 Tohirin 23/01/1991 Oki Sukilah 24/06/1993 Hakim 
39.  10/07/2016 Hari Setiawan 03/09/1993 Nurul Asiah 16/02/1995 Hakim 
40.  09/07/2016 Kikin Sodikin 01/08/1987 Anisah 05/12/1988 Hakim 
41.  18/04/2016 Windyarto 25/03/1989 Reni 
Darmayanti 
29/03/1996 Hakim 











44.  03/03/2016 Moh Ali  
Bardani 
15/01/1976 Lina Wati 04/10/1981 Hakim 
45.  24/02/2016 Zaenal Abidin 25/12/1956 Iis Haryanti 12/12/1979 Hakim 
46.  13/02/2016 Gantang 
Wijaya, St 










48.  14/01/2016 Tedy 
Purwanto, 
A.Md 




49.  22/12/2015 Moh. Fairzam 
Rizqi 
24/05/1993 Tri Atma 
Wahyuniati 
14/06/1995 Hakim 
50.  22/12/2015 Setiyadi 09/01/1977 Desy Ayu 
Wulandari 
07/12/1993 Hakim 
51.  09/11/2015 Didik Andria 
Rahman 
25/03/1989 Dian Rohani 02/01/1992 Hakim 
52.  04/08/2015 Feri Felani 14/06/1994 Yuli 
Maulidiyah 
23/07/1996 Hakim 
53.  07/08/2015 Trisno 04/06/1984 Aprilianingsi
h 
23/04/1993 Hakim 
54.  27/07/2015 Fadli 
Dermawan 
20/12/1981 Sri  Komala 12/08/1989 Hakim 
55.  25/07/2015 Dede Saputra 29/11/1991 Aam 
Frediyati 
30/04/1996 Hakim 
56.  11/06/2015 Sufiyanto 01/02/1996 Siska 
Riskiana 
12/03/1998 Hakim 
57.  03/06/2015 Fajeril Aziz 10/05/1970 Laeli Nur 
Hikmah 
30/06/1987 Hakim 
58.  17/05/2015 Khozinatul 
Asroni 
03/06/1990 Eka Umiyati 
Nintias 
21/07/1991 Hakim 











61.  12/05/2015 Yudi Harjo 02/03/1984 Riska 
Widiana 
27/11/1993 Hakim 





63.  01/05/2015 Agung Hendro 
Prayitno 
05/09/1986 Nur Azizah 27/08/1992 Hakim 
64.  27/04/2015 M. Afip 27/01/1993 Rina Lufiana 04/04/1996 Hakim 
65.  26/03/2015 Irfan 
Yuswantoro 
20/02/1988 Erfiasih 24/09/1992 Hakim 
66.  11/02/2015 Kusnanto 29/11/1991 Iis Alviatun 15/09/1993 Hakim 
67.  03/02/2015 Puji Syukur 12/05/1990 Definta 
Mardianto 
04/02/1992 Hakim 
68.  01/02/2015 Agusta Rizqi 
Kurniawan 
15/08/1985 Euis Kartika 
Dewi 
05/04/1988 Hakim 
Sumber: Data buku pernikahan di KUA Kecamatan Tegal 
Selatan Tahun 2015-2017. 
 
C. Dasar hukum yang digunakan KUA dalam Penetapan wali 
hakim bagi anak yang lahir kurang dari 6 bulan. 
Di  KUA Kecamatan Tegal Selatan dalam penetapan wali 
hakim bagi anak yang lahir kurang dari 6 bulan menggunakan dasar 
hukum fiqh munakahat  yaitu apabila anak perempuan lahir kurang 
dari 6 bulan setelah pernikahan orangtuanya, maka menggunakan 
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wali hakim. Dasar ini diperkuat lagi dengan pendapat Ibnu Rusyd 
dalam kitab Biyatul Mujtahid menyatakan bahwa: 
ةيلهالجا فىلاا مهئاباب نوقحلي لاانزلا دلاوا نا ىلع روهملجا قفتاو14 
Artinya: “Fuqaha telah sepakat bahwa anak-anak zina itu tidak 
dipertalikan nasabnya kepada ayahnya, kecuali yang 
terjadi di zaman jahiliyah”. 
 
Jadi dapat disimpulkan bahwa anak yang lahir kurang dari 
6 bulan dari tanggal pernikahan orang tuanya hanya bisa 
dinasabkan kepada ibunya. Dan bapaknya tidak bisa menjadi wali 
ketika anak tersebut melakukan pernikahan. Karena yang berhak 
menjadi walinya adalah wali hakim yang ditunjuk langsung oleh 
KUA.15 
Menurut bapak Khaerudin selaku P3N dari Keluharan 
Tunon dalam menetapkan wali hakim bagi anak yang lahir kurang 
dari 6 bulan di Kecamatan Tegal Selatan menggunakan dasar fiqh 
yaitu apabila lahir kurang dari 6 bulan maka walinya wali hakim. 
Ketika terjadi seperti ini biasanya dari pihaknya akan menjelaskan 
kepada wali dan pengantin mengenai perwalian baik secara 
Undang-undang maupun secara syar’i agar wali mengerti dan tahu 
                                                          
14 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Vol. 1, (Darul Fikri: t, t), 268 
15 Hasil wawancara dengan bapak H. Saat (Kepala KUA Kecamatan 
Tegal Selatan), pada hari Rabu 12 September 2018, Jam 09:00 di KUA 
Kecamatan Tegal Selatan. 
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persis kedudukanya. Biasanya respon dari para pihak ada yang 
menerima dan ada yang menolaknya.16 
Menurut pendapat bapak Yasin selaku P3N dari Kelurahan 
Debong Kidul apabila ada anak yang lahir kurang dari 6 bulan di 
KUA Kecamatan Tegal Selatan menggunakan dasar hukum fiqh 
yaitu  menggunakan wali hakim ketika anak tersebut dilahirkan 
kurang dari 6 bulan dari tanggal pernikahan orang tuanya. Ketika 
hal seperti ini pihaknya biasanya menjelaskan kepada wali dan 
pengantin. Respon dari pihak masyarakat Kelurahan Debong Kidul 
pernah ada yang menolaknya sampai akan terjadi perkelahian tetapi 
dengan cara pendekatan akhirnya pihak dari wali setuju. Tetapi 
ketika ada calon yang mengerti agama maka dari pihak pengantin 
langsung meminta menggunakan wali hakim.17 
Kemudian menurut bapak Sugeng selaku P3N dari 
Kelurahan Bandung  dalam penetapan wali bagi anak yang lahir 
kurang dari 6 bulan di KUA Kecamatan Tegal Selatan 
menggunakan dasar fiqh yaitu apabila anak perempuan lahir kurang 
dari 6 bulan dari pernikahan orangtuanya maka menggunakan wali 
hakim. Dasar hukum tersebut menurut beliau ada juga di Kitab 
Bughyatul Mustarsyidin yang mengatur tentang penetapan wali 
bagi anak yang lahir kurang dari 6 bulan. Respon pada masyarakat 
                                                          
16 Wawancara dengan bapak Khaerudin (P3N Kelurahan Tunon), 
pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018, Jam 10:00 di rumahnya. 
17 Wawancara dengan bapak Yasin (P3N Kelurahan Debong Kidul), 




Kelurahan Bandung menerima ketentuan tersebut dikarenakan 
kurangnya pengetahuan secara umum dan agama.18 
Jadi dapat disimpulkan bahwa dasar hukum dalam 
penetapan wali hakim di KUA Kecamatan Tegal Selatan 
menggunakan dasar hukum fiqh sesuai syariat Islam. Dasar hukum 
ini telah disepakati oleh Kepala KUA selaku yang berwenang dan 
dapat diterima pada masyarakat Kecamatan Tegal Selatan. Dan 
untuk kasus seperti ini masyarakat Kecamatan Tegal Selatan 
menyerahkan sepenuhnya kepada pihak KUA karena keterbatasan 
pengetahuan dan mengikuti aturan yang ada. 
Adapun selanjutnya ada pendapat dari tokoh masyarakat 
yang ada di lingkungan KUA Kecamatan Tegal Selatan. Yang 
pertama bapak H.M. Solikhin Bajuri salah satu tokoh masyarakat 
di Kelurahan Bandung mengatakan ketika ada pernikahan anak 
yang lahir kurang dari 6 bulan dari tanggal pernikahan orang tuanya 
maka yang wajib menikahkan wali hakim. Karena menurutnya 
ketentuan seperti itu sudah ada di kitab-kitab fiqh, yang pernah 
beliau pelajari. Dan sebagai salah satu tokoh masyarakat bapak H 
M. Solikhin Bajuri pernah juga menjadi saksi dalam pernikahan 
anak yang lahir kurang dari 6 bulan di wilayahnya. Menurutnya 
pernikahannya sama seperti pernikahan pada umumnya yang 
membedakan hanyalah pada walinya saja. Di wilayah Kelurahan 
                                                          
18 Wawancara dengan bapak Sugeng (P3N Kelurahan Bandung), Pada 
hari Senin 17 September 2018, Jam 17:00 di rumahnya. 
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Bandung sering terjadi pernikahan seperti ini. Dan respon para 
masyarakat dalam hal ini di Kelurahan Bandung kurang mengerti 
pernikahan yang lahir kurang dari 6 bulan. Respon dari keluarga 
sendiri pun terkadang ada yang mengakui dan ada yang tidak 
mengakui.19  
Kedua dengan bapak H M. Subkhan, S.Ag selaku salah satu 
tokoh masyarakat di Kelurahan Debong Tengah. Menurut bapak 
H.M. Subkhan, S.Ag pernikahan anak yang lahir kurang dari 6 
bulan dari pernikahan orang tuanya, ketika anak tersebut 
perempuan maka yang menjadi walinya adalah wali hakim. 
Bapaknya tidak bisa menjadi wali dalam pernikahanya. Karena 
dalam fiqh sudah dijelaskan tentang perwalian bagi anak yang lahir 
kurang dari 6 bulan.  Dan sebagai salah satu tokoh masyarakat 
bapak H M. Subkhan, S. Ag pernah juga diminta untuk menjadi 
wali saksi anak yang lahir kurang dari 6 bulan di wilayahnya. 
Menurutnya sebagian masyarakat Kelurahan Debong Kidul sudah 
banyak yang mengetahui akan pernikahan bagi anak yang lahir 
kurang dari 6 bulan menggunakan wali hakim  karena dari beberapa 
kasus di wilayah Kelurahan Debong Kidul sudah banyak yang 
tanpa ditelusuri asal usulnya mereka langsung mengakui dengan 
alasan mereka ingin memperbaiki keturunanya. Tetapi masih ada 
beberapa sebagian yang belum tahu tentang perwalian dikarenakan 
                                                          
19 Wawancara dengan bapak H Solikhin Bajuri (Tokoh Masyarakat 




kurangnya pengetahuan agama Islam sehingga ketika ada 
permasalahan seperti ini mereka tutup-tutupi.20 
Ketiga dengan bapak H Abdul Qodir berpendapat bahwa 
tentang wali anak yang lahir kurang dari 6 bulan Islam mengajarkan 
khususnya mazhab Syafi’i menerangkan bahwa seorang bapak bisa 
menjadi wali ketika anak tersebut merupakan anak kandung. 
Adapun anak-anak yang lahir atau dalam proses kehamilan 
sebelum laki-laki dan perempuan sah menjadi suami istri dalam 
pandangan Islam khususnya mazhab Syafi’i bahwa ketika janin 
tersebut sudah dikatakan mempunyai ruh yaitu 4 bulan masa 
kandungan. Maka jika pernikahan dilakukan ketika perempuan itu 
sudah mengandung 4 bulan laki-laki tersebut atau ayahnya tidak 
bisa menjadi wali, dan hak perwalian tersebut pindah ke wali 
hakim. Dan ketika laki-laki dan perempuan menikah ketika 
kandungannya sebelum 4 bulan maka bapaknya atau laki-laki 
tersebut masih bisa menjadi wali. Karena pada proses pernikahan 
tersebut janin belum mempunyai ruh atau belum pada masa 4 bulan.   
Maka menurut beliau ketika ada anak yang lahir kurang 
dari 6 bulan dari tanggal pernikahan orang tuanya yang berhak 
menjadi wali yaitu wali hakim sesuai dengan alasan seperti diatas.  
Sebagai salah satu tokoh masyarakat di Kelurahan Kalinyamat 
Wetan beliau sering diminta untuk menjadi saksi dalam kasus 
                                                          
20 Wawancara dengan bapak H M. Subkhan S. Ag (Tokoh masyarakat 




pernikahan anak yang lahir kurang dari 6 bulan. Menurutnya dalam 
proses pernikahan tersebut sama dengan proses nikah pada 
umumnya hanya ada perbedaan sedikit dalam pernikahan anak 
yang lahir kurang dari 6 bulan tidak ada istilah mewakilkan dari 
pihak bapak ke penghulu. Jadi penghulu pun sudah tahu ketika 
diberi isyarat seperti itu. Untuk masyarakat Kelurahan Kalinyamat 
Wetan sendiri hal semacam ini kurang mengetahui cenderung 
menyerahkan persoalan tersebut kepada pihak KUA setempat.21 
Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapat dari para tokoh 
masyarakat yang ada di Kecamatan Tegal Selatan sama dengan 
pihak KUA yaitu mereka sepakat jika ada kasus anak perempuan 
yang lahir kurang dari 6 bulan dan akan menikah maka yang 
menjadi wali nikahnya menggunakan wali hakim sesuai dasar 
hukum yang ada di fiqh. Sedangkan respon dari masyarakat 
mengenai pernikahan anak yang lahir kurang dari 6 bulan semacam 
ini masyarakat kurang begitu paham karena yang menikahkan 
sama-sama dari pihak KUA sehingga masyarakat tidak bisa 
membedakan pernikahan yang menggunakan wali hakim atau wali 
nasab. Karena masyarakat Kecamatan Tegal Selatan ketika 
menikah sering mewakilkannya kepada pihak KUA.  
 
                                                          
21 Wawancara dengan bapak H Abdul Qodir (Tokoh masyarakat dari 





ANALISIS TERHADAP PENETAPAN WALI HAKIM BAGI 
ANAK PEREMPUAN YANG LAHIR KURANG DARI 6 BULAN 
DI KUA KECAMATAN TEGAL SELATAN KOTA TEGAL 
 
A. Analisis Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Anak 
Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Di KUA 
Kecamatan Tegal Selatan Menurut Hukum Positif. 
Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai 
hubungan kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai 
nilai ibadah. Maka, amatlah tepat jika kompilasi menegaskannya 
sebagai akad yang sangat kuat (miitsaqan gholidhan) untuk 
menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah 
(pasal 2 KHI). Perkawinan merupakan salah satu perintah agama 
kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena 
dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, 
memelihara dari perbuatan zina.1 
Menurut hukum perdata, perkawinan yang sah adalah 
perkawinan yang dilakukan dimuka petugas kantor pencatatan 
sipil. Perkawinan yang dilakukan menurut tata cara suatu agama 
saja tidaklah sah. Ketentuan tersebut berbeda dengan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai ius 
                                                          
1 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 1992), cet. 2, 69. 
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constitutum telah merumuskan norma hukum mengenai 
perkawinan yang sah secara imperatif pada pasal 2, yang berbunyi: 
1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum 
masing-masing agama dan kepercayaan. 
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku.2 
Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang 
harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk 
menikahkannya (pasal 19 KHI). Apabila tidak di penuhi status 
pernikahannya tidak sah. Ketentuan ini di dasarkan kepada sabda 
Rasulullah Saw. Riwayat dari Aisyah ra:3 
 َف ،ٌلِطَاب اَهُحاَكَِنف ،ٌلِطَاب اَهُحاَكَِنف اَه ِّ ِيلَو ِنْذِإ ِْيَْغِب ْتَحَكَن ٍَةأَرْما َا ميُّأ اَهُحاَكِن
 َهَل َف َاِبِ َلَخَد ْنَِإف ،ٌلِطَابا ِنِإَو ،اَهِجْر َف ْنِم َّلَحَتْسا َابِ ُرْهَمْلا ا ُنَاطْل مسلَاف اْوُرَجَتْش
َاَلَ َّلَِو َلا ْنَم ملَِو. 
Artinya: “Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya 
maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, 
nikahnya adalah batal. Jika dia telah digauli maka dia 
berhak mendapatkan mahar, karena lelaki itu telah 
menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi pertengkaran 
di antara mereka, maka penguasalah yang menjadi wali 
atas orang yang tidak punya wali.”4 
                                                          
2 Rosnindar Sembiring, Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam 
Perkawinan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), cet.1, 55. 
3 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, 83. 
4 Syekh Ibnu Hajar al Asqolani, Bulugh al Maram, (Beirut: Darul 
Fikr, 2003), 212. 
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(H.R. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan lainnya. Hadist ini 
dishahihkan oleh Syaikh al-Albani) 
 
Dalam riwayat dari Abu Burhad ibn Abu Musa dari 
bapaknya mengatakan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: 
دحماو ةعبرلالا هاور .لِوبلاا حاكنلا 
  “Tidak sah nikah, kecuali (dinikahkan) oleh wali (Riwayat 
Ahmad dan Imam Empat)”.5 
 
Menurut hadist Rasulullah keberadaan wali dalam 
perkawinan mutlak diperlukan. Menurut Mazhab Syafi’i, izin wali 
termasuk rukun perkawinan, demikian juga Mazhab Maliki dan 
Hanbali. Imam Malik mengecualikannya bagi yang bermartabat 
rendah seperti pezina boleh mengawinkan dirinya sendiri, dan bagi 
perempuan yang baik-baik harus ada izin walinya. Ini merupakan 
penjelasan dari firman Allah Swt.6  
Mazhab Hanafi berpendapat boleh bagi perempuan dewasa 
dan sehat akalnya untuk mengawinkan dirinya sendiri. Jika ia 
punya anak perempuan, ia boleh mengawinkannya ketika masih 
kecil. Boleh pula anaknya tersebut. Tetapi ketika calonnya tidak se-
kufunya dengannya, ia berhak menolaknya. Karena itu wali 
                                                          
5 Ibid, 84. 
6 Yaswirman, Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin 
Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau, (Jakarta: 
Rajawali Pers, 2013), Ed.1, 190. 
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menurut mazhab Hanafi hanya sebagai syarat bukan rukun, wali 
diperlukan untuk mengawinkan anak yang masih kecil, namun 
ketika ia dewasa ia mempunyai hak khiyar (hak memiliki) antara 
melanjutkan perkawinan atau membatalkannya.7 
Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 kedudukan wali 
tidak setegas seperti apa yang terdapat dalam hadis maupun kitab-
kitab fikih. Dalam hal terkait dengan perkawinan, secara tidak 
langsung tergambar dalam persyaratan perkawinan (pasal 6 
Undang-Undang No. 1Tahun 1974) dengan menyebutkan izin 
orang tua bagi yang berusia 21 tahun. Keterangan ini menunjukkan 
bahwa tidak perlu izin orang tua lagi jika sudah berusia di atas 21 
tahun. Jadi UU hanya menentukan izin orang tua, tanpa 
membedakan apakah orang tua itu laki-laki atau perempuan. 
Padahal dalam Islam posisi wali dalam perkawinan hanya boleh 
jika diambil dari pihak laki-laki dalam garis lurus keatas, ke bawah 
atau menyamping.8 
Karena keberadaan wali nikah merupakan rukun, harus 
dipenuhi beberapa syarat. Dalam pasal 20 KHI ayat (1) dirumuskan 
sebagai berikut: “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang 
laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil 
dan baligh”. Dalam pelaksanaannya, akad nikah atau ijab dan 
qabul, aqad (penyerahannya) dilakukan oleh wali mempelai 
                                                          




perempuan atau yang mewakilinya, dan qabul (penerimaan) oleh 
mempelai laki-laki.9 Dan dijelaskan juga pada pasal 22 KHI ayat 
(1) bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah 
apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkanya 
atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhol atau 
enggan. 
Di Negara Indonesia yang kebanyakan menganut Mazhab 
Syafi’i wali merupakan syarat sahnya pernikahan, apabila 
pernikahan tanpa wali, maka pernikahannya tidak sah, dan di dalam 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) wali dalam pernikahan merupakan 
rukun  yang harus dipenuhi, oleh calon mempelai wanita yang 
bertindak menikahkannya (pasal 19 KHI).  
Sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa yang berhak 
menjadi wali dalam pernikahan yaitu wali nasab. Jika wali dari 
garisnya tidak ada maka diberlakukanlah yang berhak menjadi wali 
yaitu wali hakim dalam pernikahan tersebut.  
Wali hakim adalah penguasa atau sulthan atau 
pemerintahan. Di Indonesia yang menganut sistem pemerintahan 
presidential, maka pengusahanya adalah presiden. Presiden 
melimpahkan wewenang kepada Menteri Agama dan Menteri 
Agama memberi wewenang kepada kepala KUA untuk menjadi 
wali hakim. 
                                                          
9 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, 84. 
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Dalam pasal 1 ayat 2 PMA nomor 30 Tahun 2005 
dinyatakan bahwa wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama 
Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak 
sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak 
mempunyai wali.10 
Kepala KUA yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai 
wali hakim, apabila calon mempelai perempuan dalam kondisi: 
1. Tidak mempunyai wali nasab sama sekali, atau 
2. Walinya mafqud (hilang tidak diketahui keberadaannya) atau, 
3. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali 
yang sederajat dengan dia tidak ada, atau 
4. Wali berada di tempat yang sejauh masafaqotu qoari. 
5. Wali adhol, artinya tidak bersedia atau menolak untuk 
menikahkanya 
6. Wali sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh. 
Menurut pendapat ulama keberadaan wali hakim dalam 
suatu perkawinan merupakan suatu konsekuensi apabila seluruh 
jajaran dalam urutan wali nasab itu tidak ada atau dikarenakan 
adanya sebab lain, misalnya adanya wali adhal sehingga wali hakim 
berhak menikahkan calon mempelai tersebut. Menurut Hanafi, 
bolehnya seorang hakim menggantikan posisi wali nasab karena 
tidak bersedianya wali nasab tersebut menjadi wali dalam 
perkawinannya. Maliki mengatakan bahwa apabila semua urutan 
                                                          
10 PMA No.30 Tahun 2005. 
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wali tidak ada, maka pendapat Syafi’i dan Hanbali. Sehingga 
seluruh madzhab sepakat bahwa hakim mempunyai wali.11 
Di Indonesia terdapat Undang-Undang yang mengatur 
tentang masalah perwalian dalam perkawinan yaitu dalam 
Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang perkawinan dan khusus mengenai wali hakim diatur 
dalam Peraturan Menteri Agama Indonesia  Nomor 30 Tahun 2005 
tentang wali hakim. 
Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 
perkawinan tidak disebutkan mengenai wali hakim, tetapi Undang-
Undang perkawinan tersebut mengatur masalah perwalian.12 
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang merupakan 
pengembangan dari Hukum Perkawinan yang tertua dalam 
Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974, karena itu ia tidak lepas 
dari misi yang diemban oleh UU perkawinan tersebut, kendatipun 
cakupan hanya terbatas bagi kepentingan umat Islam. Antara lain 
Kompilasi Hukum Islam mutlak harus mampu memberikan 
landasan hukum perkawinan yang dapat dipegang oleh umat 
Islam.13 
                                                          
11 Muhammad Jawad Mughiyah, Fiqih Lima Mazhab, Pentj. Mansyur 
A.B, dkk, (Jakarta: Lentera Basritama, 2002), 345. 
12 Zaenudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar 
Grafia, 2006), 16. 
13 Anonim, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Direktorat Jendral 
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), 22. 
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Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai wali 
hakim diatur dalam pasal 23 yang menyebutkan bahwa: 
1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila 
wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau 
tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhol atau 
enggan. 
2. Dalam hal wali adhol atau enggan maka wali hakim baru dapat 
bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan 
Agama tentang wali tersebut.14 
Berdasarkan pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum 
Islam (KHI) tentang kawin hamil sebagai berikut: 
1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan 
pria yang menghamilinya. 
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada Ayat (1) 
dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran 
anaknya. 
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, 
tidak diperlukan ulang setelah anak yang dikandung lahir. 
Adapun mengenai anak yang sah dalam Kompilasi 
Hukum Islam pasal 99 ayat 1 dan 2 dijelaskan sebagai berikut: 
1. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat 
perkawinan yang sah. 
                                                          




2. Anak yang sah adalah anak hasil pembuahan suami-istri yang 
sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. 
Pada pasal 100 bahwa; “Anak yang lahir di luar 
perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan 
keluarga ibunya.” 
Adapun pembuktian asal-usul anak, Undang-Undang 
Perkawinan mengaturnya dalam pasal 55 dan Kompilasi Hukum 
Islam menjelaskannya dalam pasal 103 yang isinya sama yaitu: 
1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dalam akta 
kelahiran atau alat bukti lainnya. 
2. Bila akta kelahiran atau alat bukti lain dalam ayat (1) tidak ada, 
maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan 
tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan 
pemeriksaan bukti-bukti yang sah. 
3. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama ayat (2) maka instansi 
pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan 
agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang 
bersangkutan. 
Di dalam pasal-pasal mengenai ketentuan anak sah pada 
pasal yang telah disebutkan di atas terdapat beberapa hal yang 
diatur. Pertama, anak sah adalah anak yang lahir dalam dan akibat 
perkawinan yang sah. Kedua, lawan anak sah adalah anak luar 
perkawinan yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya 
saja. Ketiga, bukti asal-usul anak dibuktikan dengan akta kelahiran. 
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Seorang anak sah ialah anak yang dianggap lahir dari 
perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Kepastian seorang 
anak sungguh-sungguh anak ayahnya sukar didapat. Sehubungan 
dengan itu, Undang-Undang ditetapkan suatu tenggang kandungan 
yang paling lama, yaitu 300 hari dan suatu tenggang kandungan 
yang paling pendek, yaitu 180 hari. Seorang anak yang lahir 300 
hari setelah perkawinan orang tuanya dihapuskan, adalah anak yang 
tidak sah.15 
Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan pasal 42 menyatakan hal yang sama yaitu 
“Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari 
perkawinan yang sah”. Terkait tentang perkawinan yang sah, dalam 
Pasal 2 ayat 1 bahwasanya perkawinan dikatakan sah apabila 
dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan 
kepercayaannya kedua calon mempelai. Kemudian dalam pasal 43 
menyatakan bahwa; (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan 
hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 
ibunya, (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya 
akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Selanjutnya dalam pasal 
250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa anak 
yang sah adalah anak yang dilahirkan dan dibuat selama 
perkawinan. 
                                                          




Dalam pasal-pasal diatas secara tidak langsung 
menyatakan bahwa anak yang lahir akibat kawin hamil hanya 
mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya 
saja karena mereka dibuat sebelum adanya perkawinan. Telah 
dijelaskan di Bab II bahwa pandangan fiqh berkenaan dengan anak 
sah ini dapat dipahami bahwa anak sah dari ayahnya adalah anak 
yang lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan 
atau di dalam tenggang iddah selama empat bulan sepuluh hari 
sejak masa perkawinan terputus. Oleh karena itu anak yang lahir 
kurang dari 6 bulan sejak masa perkawinan, maka anak tersebut 
tidak dapat dinasabkan kepada kerabat ayahnya melainkan hanya 
dinasabkan kepada ibunya meskipun lahir dari pernikahan sah.  
Salah satu unsur yang paling utama dari akad nikah adalah 
wali nikah. Hak untuk menikahkan wanita yang berada dalam 
perwaliannya diberikan kepada wali nasab, karena wanita tidak 
boleh menikahkan dirinya sendiri. Jika wanita menikahkan dirinya 
sendiri, maka berarti ia telah berzina. Tetapi dalam realitanya, wali 
nikah yang berhak menikahkan terkadang kehilangan hak 
perwalianya karena hal-hal tertentu, yang mengharuskan hak 
perwalianya berpindah ke wali hakim. Perpindahan hak wali nikah 
ini dalam fiqh dikenal dengan intiqal wali nikah. 
Faktor lain menyebabkan perpindahan wali dari nasab ke 
wali hakim adalah anak hasil di luar nikah. Menurut pasal 43 ayat 
(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI pasal 100 
menerangkan bahwa anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab 
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dengan ayah biologisnya, maka wanita tersebut tidak memiliki 
seorang wali nasab pun, karena barisan wali nasab adalah garis 
ayah.  
Ada beberapa sebab yang menjadikan hak perwalian dari 
wali nasab ke wali hakim, sebagian sebab tersebut disepakati oleh 
para fuqaha dan sebagian yang lainnya masih terdapat perbedaan 
pendapat. Perpindahan hak perwalian dari wali nasab baik dari wali 
aqrab ke wali ab’ad ataupun wali hakim yang disebabkan oleh 
kematian atau disebabkan wali nasab tidak memenuhi syarat 
perwalian, dalam hal ini para fuqaha sependapat. 
Berdasarkan ketentuan seperti di atas, status anak tersebut 
dalam Negara tergolong anak yang dihasilkan di luar perkawinan 
orang tuanya karena anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan dari 
tanggal pernikahan orang tuanya, sedangkan menurut fiqh anak 
tersebut tergolong anak zina karena anak sah dari ayahnya harus 
lahir sekurang-kurangnya 6 bulan perkawinan orang tuanya. Dalam 
prakteknya KUA Kecamatan Tegal Selatan dalam pelaksanaannya 
menggunakan fiqh, yaitu apabila calon pengantin terdeteksi lahir 
kurang dari 6 bulan, maka anak tersebut hanya mempunyai nasab 
kepada ibunya, jika ia menikah menggunakan wali hakim. Karena 
bapaknya tidak bisa menjadi wali dalam pernikahannya. 
Penetapan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir 
kurang dari 6 bulan di KUA kecamatan Tegal Selatan, yaitu dengan 
cara memeriksa akta pernikahan kedua orang tuanya dan 
mencocokkan dengan akta kelahiran si calon pengantin 
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perempuannya. Ketika terdeteksi calon pengantin tersebut lahir 
kurang dari 6 bulan maka langsung ditetapkan menggunakan wali 
hakim. Ketika pihak calon pengantin perempuan menolaknya maka 
akan diberi surat penolakan oleh pihak KUA sebab anak tersebut 
tergolong dalam anak zina atau anak yang lahir bukan dari akibat 
perkawinan yang sah. Karena pihak KUA menggunakan dasar fiqh 
munakahat yang telah dipercayainya. Karena jika pihak KUA 
menikahkan tidak sesuai dengan keyakinan menurutnya 
pernikahannya tersebut tidak sah, walaupun dalam akta anak 
tersebut tercatat nama bapak biologisnya sebagai walinya.  
Jadi tindakan  KUA Kecamatan Tegal Selatan dalam 
penetapan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 
6 bulan sudah benar dan sesuai dengan ketentuan fiqh, Undang-
Undang serta Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah diuraikan 
di atas yaitu pada pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 100 
Kompilasi Hukum Islam, serta pasal 250 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata. Bahwasanya anak yang lahir diluar perkawinan 
hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan 
keluarga ibunya, termasuk dalam hal ini perwaliannya 
menggunakan wali hakim ketika anak tersebut akan menikah. 
Karena dalam faktanya anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan sejak 
perkawinan orang tuanya dengan kata lain anak tersebut di hasilkan 




B. Analisis Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Anak 
Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Di KUA 
Kecamatan Tegal Selatan Menurut Mashlahah Mursalah. 
Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang 
harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk 
menikahkannya. Apabila tidak dipenuhi maka status 
perkawinannya tidak sah. Karena keberadaan wali merupakan 
rukun, maka harus dipenuhi beberapa syarat. Wali dalam suatu 
pernikahan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon 
mempelai wanita yang bertindak menikahinya atau memberi izin 
pernikahannya16. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu 
atau mewakilinya kepada orang lain. Yang bertindak sebagai wali 
adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat-syarat tertentu. 
Seorang wali dalam suatu akad nikah sangat diperlukan, karena 
akad nikah tidak sah kecuali ada seorang wali (dari pihak 
perempuan).17 
Fiqh telah menetapkan bahwa semua anak yang dilahirkan 
tanpa melalui pernikahan atau anak yang lahir diluar perkawinan 
disebut anak zina. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau 
anak zina hanya mempunyai nasab kepada ibunya dan saudara 
ibunya. Dengan demikian bapaknya tidak bisa menjadi wali 
nikahnya sehingga menggunakan wali hakim. Disisi lain Islam 
                                                          
16 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, 83.  




memandang anak yang baru dilahirkan dalam keadaan suci tanpa 
memandang siapa kedua orang tuanya. Suci dalam Islam dapat 
dimiliki oleh semua anak yang baru lahir karena dalam Islam tidak 
adanya dosa turunan. 
Islam menetapkan tegangan waktu untuk menentukan sah 
atau tidaknya seorang anak, apabila ada seorang perempuan 
melahirkan anak dalam keadaan pernikahan yang sah dengan 
seorang laki-laki akan tetapi mempunyai jarak waktu antara 
terjadinya pernikahan dengan waktu melahirkan kurang dari 6 
bulan maka tidak bisa dinasabkan dengan bapaknya walaupun 
dalam ikatan perkawinan yang sah. Jadi dapat disimpulkan bahwa 
menurut fiqh seorang dapat dikatakan sah dari ayahnya itu harus 
lahir lebih dari 6 bulan pernikahan orang tuanya. 
Dari hasil penelitian penulis bahwa dalam menetapkan wali 
hakim bagi anak yang lahir kurang dari 6 bulan dengan cara 
memeriksa akta pernikahan kedua orang tuanya dan mencocokkan 
dengan akta kelahiran si calon pengantin perempuannya. Ketika 
terdeteksi calon pengantin tersebut lahir kurang dari 6 bulan maka 
langsung ditetapkan menggunakan wali hakim. Ketika pihak calon 
pengantin perempuan menolaknya maka akan diberi surat 
penolakan oleh pihak KUA. Karena pihak KUA menggunakan 
dasar fiqh munakahat yang telah dipercayainya. Karena jika pihak 
KUA menikahkan tidak sesuai dengan keyakinan menurutnya 
pernikahannya tersebut tidak sah. Ketika pihak calon pengantin 
menolak akan diberi surat penolakan dari pihak KUA. Dan untuk 
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membuktikan biasanya pihak KUA turun langsung mencari bukti 
ke lapangan. Setelah itu pihak KUA biasanya melakukan 
pendekatan untuk menjelaskan agar pihak calon pengantin 
mengerti dan menerimanya. 
Namun dalam praktiknya tidak semua masalah perkawinan 
itu bisa diselesaikan dengan aturan tersebut. Problematika hukum 
akan selalu muncul seiring dengan perkembangan zaman, begitu 
juga dengan problematika hukum perkawinan itu diatur dalam 
Undang-Undang dan KHI. Hal ini disebabkan aturan-aturan hukum 
apapun sifatnya adalah terbatas, sehingga masalah-masalah sosial 
yang muncul di dalam masyarakat sifatnya terbatas. Terkadang 
pada kasus tertentu aturan itu tidak bisa diterapkan. Disisi lain 
pihak KUA merasa dilema ketika ada perbedaan pendapat antara 
KHI sebagai hukum Islam dengan fiqh, kitab-kitab, fiqh munakahat 
yang berasal dari pendapat para ulama yang telah menjadi pedoman 
sebagian masyarakat. 
Dari uraian diatas menurut pendapat Kepala KUA 
Kecamatan Tegal Selatan penentuan wali hakim bagi anak 
perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan orang 
tuanya sudah sesuai dengan fiqh karena menurut kepala KUA 
sudah sesuai dengan ajaran umat Islam. 
Dalam hal ini penulis juga menggunakan tinjauan 
mashlahah mursalah dalam penelitian ini, mashlahah mursalah 
terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk sifat-
maushuf, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia 
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merupakan bagian dari al-mashlahah. Al-Mursalat (ةلس رملا) adalah 
isim maf’ul (objek) dari fi’il madhi (kata dasar) dalam bentuk 
tsulasi (kata dasar yang tiga huruf), yaitu لسر, dengan penambahan 
huruf “alif” dipangkalnya, sehingga menjadi  لسرا. Secara 
etimologis (bahasa) artinya “terlepas”, atau dalam arti ةقلطم (bebas). 
Kata “terlepas” dan “bebas” di sini bila dihubungkan dengan 
mashlahah maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan 
yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.”18 
Setiap hukum yang ditetapkan Allah dalam Al-Qur’an 
begitu pula yang ditetapkan Nabi dalam sunahnya mengandung 
unsur maslahat dalam tinjauan akal, baik dalam bentuk 
mendatangkan manfaat atau kebaikan yang diperoleh oleh manusia 
maupun menghindarkan kerusakan dari manusia. Mashlahah itu 
berkenan dengan hajat hidup manusia, baik bentuk agama, jiwa, 
akal, keturunan, harga diri, maupun harta. Oleh karena itu, dalam 
keadaan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Qur’an maupun 
Sunah Nabi dapatkan hukum syara’ atau fiqh ditetapkan dengan 
pertimbangan maslahat itu.19 
Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang 
mashlahah mursalah ini, namun masing-masing memiliki 
                                                          
18 Amir Syarifudin, Ushul Fiqh, jilid 2, (Jakarta:  Kencana, 2008), 
377. 
19 Amir Syarifudin, Garis-Garis Besar Ushul Fiqh, (Jakarta:  
Kencana, 2012), cet. 1, 64-65. 
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kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Diantara definisi berikut 
adalah20: 
1. Al-Ghazali dalam kitab al-Mustasyfa merumuskan mashlahah 
mursalah sebagai berikut : 
ينعم صنرابتعلااب لاو نلاطبل اب عرشلا نم هل دهشي لمام 
“Apa-apa (mashlahah) yang tidak ada bukti baginya dari 
syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan 
tidak ada yang memperhatikannya”.21 
 
2. Al-Syaukani dalam kitab Irsyad al-Fuhul memberikan definisi 
: 
هبرتعا وا هاغلا عراشلا نا ملعيلا ىدلا بسانلما  
“Mashlahah yang tidak diketahui apakah syari’ menolaknya 
atau memperhitungkannya”22 
 
3. Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali memberi rumusan: 
هلدهشي لمام ينعم رابتعا لاو لاطبا 
“Mashlahah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang   
membatalkanya dan tidak pula yang memerhatikannya”23 
 
                                                          
20 Amir Syarifudin, Ushul Fiqh, jilid 2, 378. 
21 Abu Hamid al-Ghazali, Al-Mustasyfa fi ‘ilm al-Ushul, (Beirut: Dar 
al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 311. 





4. Jumhur ulama berpendapat, setiap hukum yang ditetapkan oleh 
nash atau ijma didasarkan atas hikmah dalam bentuk meraih 
manfaat atau kemaslahatan dan menghindari mafsadah.24 
Selain definisi diatas, masih banyak definisi yang lainnya 
tentang mashlahah mursalah, namun karena pengertianya hampir 
sama, tidak perlu dikemukakan semuanya. Memang terdapat 
rumusan yang berbeda, namun perbedaannya tidak sampai pada 
perbedaan hakikatnya. Dari beberapa rumusan definisi di atas, 
dapat ditarik kesimpulan tentang hakikatnya dari mashlahah 
mursalah tersebut, sebagai berikut:  
1. Sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat 
mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi 
manusia. 
2. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan 
tujuan syara’ dalam menetapkan hukum 
3. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan 
syara’ tersebut tidak ada petunjuk syara’ secara khusus yang 
menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara’ yang 
mengakuinya.25 
Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai 
diberlakukannya teori mashlahah mursalah, diantaranya: 
 
                                                          
24 Abd.Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta Sinar: Grafika, 2010), 
206. 
25 Amir Syarifudin, Ushul Fiqh, Jilid 2, 379. 
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a. Al-Qur’an  
Diantara ayat-ayat yang dijadikan dasar berlakunya mashlahah 
mursalah adalah firman Allah Swt dalam QS. Al Anbiya: 107 
امو ينلماعلل ةحمرلاا كانلسرا 
“Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi 
rahmat bagi seluruh alam.”26 
b. Hadits 
Hadist yang dikemukakan sebagai landasan syar’i atas 
kehujjahan mashlahah mursalah adalah sabda nabi Muhammad 
Saw.  
رارض لا وررض لا27  
“Tidak boleh berbuat madhorot dan pula saling memadhorotkan.” 
(H.R Ibnu Majah dan Daruquthni dan lainnya. Hadits ini 
berkualitas hasan). 
Berdasarkan pengertian mashlahah mursalah tersebut, 
maka sesuatu yang menimbulkan kebaikan diperbolehkan dalam 
Islam. Oleh karena itu yang dianggap mashlahah selama tidak 
bertentangan dengan Al-Qur’an dan Al-Hadist sah dijadikan 
landasan hukum. Sebagaimana diketahui tujuan syariat Islam 
adalah untuk mencapai kemaslahatan umat manusia yakni 
                                                          
26 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya: 
CV. Jaya Sakti, 1989), 508. 
27 HR. Imam Ahmad 1/313. Ibnu Majah dalam Kitab Al-Ahkam, Bab 
Man Bana bihaqqihi ma yadhurru jaharu, No. 2341 
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membawa umat manusia kepada kemanfaatan menghindarkan dari 
kerusakan.  
Islam adalah agama yang fleksibel yang tidak memaksakan 
suatu hukum terhadap manusia yang tidak mampu 
melaksanakannya seperti sesuatu yang haram dalam keadaan 
darurat juga bisa menjadi halal, hal ini disadari karena manusia 
memiliki kemampuan yang terbatas. Oleh sebab itu Allah 
memberikan suatu kemudahan bukanlah tanpa sebab karena 
disadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna dimana seluruh 
ketentuan dapat dilaksanakan secara sempurna. Karena sebuah 
perkawinan bisa dilaksanakan jika terpenuhinya juga rukun-rukun 
nikah yaitu: pengantin lelaki, pengantin perempuan, wali, dua 
orang saksi lelaki, ijab dan qabul. Jika salah satu dari rukun tersebut 
tidak ada maka perkawinan tersebut tidak sah. Dengan demikian 
penetapan wali hakim bagi anak yang lahir kurang dari 6 bulan 
sangatlah penting agar tercapainya kemaslahatan bagi anak dan 
orang tuanya.  
Jadi, dalam kasus ini kemaslahatan yang timbul adalah 
terhalalkannya suatu hubungan suami istri dan akibat yang muncul 
dari kehalalan hubungan tersebut. Dinilai jalan ini sangat 
komprehensif karena sudah sesuai dengan ajaran agama Islam. Jika 
tidak menggunakan wali hakim dalam perkawinan anak yang lahir 
kurang dari 6 bulan dari perkawinan orang tuanya akan 
menimbulkan kegelisahan dikemudian hari karena tidak sesuai 
dengan ajaran umat Islam yang telah diatur bahwa anak yang lahir 
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kurang dari 6 bulan dari perkawinan orang tuanya hanya di 
nasabkan kepada ibunya. Maka aspek yang diambil dalam 
penetapan wali hakim bagi anak yang lahir kurang dari 6 bulan pada 
kasus ini adalah kemaslahatan dan perlindungan hak anak tersebut. 
Jika tidak di tetapkan menggunakan wali hakim sangat 
memungkinkan terjadinya kerusakan untuk keturunan lanjutannya. 
Hal ini dikarenakan anak yang lahir kurang dari 6 bulan sejak 
perkawinan orang tuanya tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya 
melainkan hanya bisa dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya. 
Hal ini juga berimplikasi terhalangnya hak wali oleh bapak 
biologisnya, hak penerimaan waris serta hubungan keperdataan 
lainnya. Selain itu, nasab dalam Islam hanya bisa dibentuk dan 
ditetapkan melalui akad nikah. Dan atas dasar hal ini Islam sangat 
mengharamkan zina, karena konsekuensinya ada pada rusaknya 
keturunan (hifdu an nasbi). Padahal nasab merupakan salah satu 
dari al-kulliyah al-khamsah, adh-dharuriyyat al-khamsah atau 
pancajiwa syariah.28 
 
                                                          
28 Dr. H. M. Nurul Irfan, Nasab dan Status dalam Hukum Islam, 







Pada bab ini adalah langkah terakhir dalam penelitian ini, 
yaitu menyimpulkan dari keseluruhan pembahasan yang telah 
diuraikan. Dari uraian pembahasan-pembahasan tersebut, akan 
diambil kesimpulan diantaranya: 
1. Penetapan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir kurang 
dari 6 bulan di KUA kecamatan Tegal Selatan, yaitu dengan 
cara memeriksa akta pernikahan kedua orang tuanya dan 
mencocokkan dengan akta kelahiran si calon pengantin 
perempuannya. Ketika terdeteksi calon pengantin tersebut lahir 
kurang dari 6 bulan maka langsung ditetapkan menggunakan 
wali hakim. Karena anak tersebut hanya mempunyai nasab 
kepada ibu dan keluarga ibunya.  Ketika pihak calon pengantin 
perempuan menolaknya maka akan diberi surat penolakan oleh 
pihak KUA.  Untuk mengajukan banding di Pengadilan 
Agama, ketika putusan telah keluar baru calon pengantin boleh 
menikah tetapi disumpah dahulu menggunakan al-Qur’an. 
KUA Kecamatan Tegal Selatan menggunakan fiqh sebagai 
pedomannya dalam menentukan penetapan wali hakim. 
Jadi kesimpulannya Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Tegal Selatan dalam penetapan wali hakim bagi anak 
perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan dari tanggal 
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pernikahan orang tuanya berdasarkan fiqh. Dan ketentuan itu 
telah sesuai dengan pasal 43 Undang-Undang Perkawinan No. 
1 Tahun 1974, Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, serta pasal 
250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahwasanya anak 
tersebut merupakan anak yang dihasilkan dari sebelum adanya 
perkawinan yang sah. Sehingga ketika anak tersebut menikah 
walinya menggunakan wali hakim karena bapaknya tidak bisa 
menjadi walinya. 
2. Pandangan hukum Islam terhadap penetapan wali hakim bagi 
anak yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA Kecamatan Tegal 
Selatan telah sesuai dengan mashlahah mursalah. Jadi 
kesimpulan dalam kasus ini yang menjadi pertimbangan dalam 
penetapan wali hakim bagi anak yang lahir kurang dari 6 bulan 
adalah terhalalkannya suatu hubungan suami istri dan akibat 
yang muncul dari kehalalan hubungan tersebut. Dinilai jalan ini 
sangat komprehensif karena sudah sesuai dengan ajaran agama 
Islam. Jika tidak menggunakan wali hakim dalam perkawinan 
anak yang lahir kurang dari 6 bulan dari perkawinan orang 
tuanya akan menimbulkan kegelisahan dikemudian hari karena 
tidak sesuai dengan ajaran umat Islam yang telah diatur bahwa 
anak yang lahir kurang dari 6 bulan dari perkawinan orang 
tuanya hanya di nasabkan kepada ibunya. Maka aspek yang 
diambil dalam penetapan wali hakim bagi anak yang lahir 
kurang dari 6 bulan pada kasus ini adalah kemaslahatan dan 
perlindungan hak anak tersebut. Jika tidak di tetapkan 
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menggunakan wali hakim sangat memungkinkan terjadinya 
kerusakan untuk keturunan lanjutannya. Hal ini dikarenakan 
anak yang lahir kurang dari 6 bulan sejak perkawinan orang 
tuanya tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya melainkan hanya 
bisa dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya.  
Hal ini juga berimplikasi terhalangnya hak wali oleh 
bapak biologisnya, hak penerimaan waris serta hubungan 
keperdataan lainnya. Selain itu, nasab dalam Islam hanya bisa 
dibentuk dan ditetapkan melalui akad nikah. Dan atas dasar hal 
ini Islam sangat mengharamkan zina, karena konsekuensinya 
ada pada rusaknya keturunan (hifdu an nasbi). Padahal nasab 
merupakan salah satu dari al-kulliyah al-khamsah, adh-
dharuriyyat al-khamsah atau pancajiwa syariah.1 
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian penulis di atas, dapat 
memberikan saran sebagai berikut: 
1. Untuk para pihak yang akan melangsungkan pernikahan, 
hendaknya lebih mengetahui lagi mengenai masalah perwalian 
dalam pernikahan, karena wali merupakan salah satu syarat 
sahnya pernikahan. 
                                                          
1 Dr. H. M. Nurul Irfan, Nasab dan Status dalam Hukum Islam, 
(Jakarta: Amzah, 2015), 158. 
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2. Untuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Selatan, dalam 
menjalankan tugasnya hendaknya lebih mensosialisasikan lagi 
tentang rukun dan syarat perkawinan, khususnya mengenai 
masalah perwalian, karena masyarakat banyak yang belum 
mengetahui tentang masalah ketentuan perwalian dalam 
perkawinan. Agar tidak menimbulkan permasalahan di 
kemudian hari. 
3. Kepada Pemerintah Khususnya Kementerian Agama, agar 
memberikan peraturan dan petunjuk yang tegas khususnya 
tentang pelaksanaan penentuan wali nikah anak perempuan 
yang lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan orang tuanya, 
agar tidak menimbulkan kebingungan bagi Kantor Urusan 
Agama sebagai lembaga pencatatan nikah dalam menjalankan 
tugasnya. Dan pihak KUA menjalankan tugasnya sesuai 
berpedoman kepada Peraturan Perundangan-Undangan yang 
berlaku. 
4. Untuk para pembaca agar hasil penelitian ini bisa dijadikan 




Dengan mengucap syukur alhamdulillah penulis panjatkan 
kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik dan 
hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 
dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada dalam skripsi 
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ini. Penulis menyadari dan yakin sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh 
dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik dari para 
pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. 
Tak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada 
semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam 
menyusun skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga karya ini 
dapat bermanfaat khususnya bagi penulis pribadi dan semoga 
bermanfaat bagi para pembaca sekalian. 
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Pedoman Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Tegal Selatan 
1. Bagaiaman prosedur pendaftaran nikah di KUA kecamatan 
Tegal Selatan? Apakah berbeda ketika menggunakan wali 
hakim?  
2. Apa pengertian wali hakim menurut bapak selaku kepala KUA 
kecamatan Tegal Selatan? 
3. Siapa yang menjadi wali hakim? 
4. Bagaimana proses pelaksanaan penetapan wali hakim bagi 
anak yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA kecamatan Tegal 
Selatan? 
5. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan 
menggunakan wali hakim? 
6. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan 
menggunakan wali hakim  bagi anak yang lahir kurang dari 6 
bulan? 
7. Apakah KUA dalam penunjukan wali hakim bagi anak yang 
lahir kurang dari 6 bulan harus ada penetapan terlebih dahulu 
dari pengadilan? 
8. Bagaimana peran dari desa dalam proses penetapan wali hakim 
tersebut? 
9. Sejak kapan peraturan wali hakim bagi anak perempuan yang 
lahir kurang dari 6 bulan di KUA kecamatan Tegal Selatan 
diberlakukan? 
10. Apa dasar hukum yang digunakan KUA kecamatan Tegal 
Selatan terhadap penetapan wali hakim bagi anak yang lahir 
dari 6 bulan? 
11. Apa pertimbangan KUA kecamatan Tegal Selatan mengambil 
dasar hukum tersebut? 
12. Bagaimana pendapat bapak selaku kepala KUA mengenai 
pernikahan menggunakan wali hakim bagi anak perempuan 
yang lahir kurang dari 6 bulan? 
13. Bagaiaman solusi pihak KUA jika orangtua yang bersangkutan 
menolak anaknya untuk dinikahkan menggunakan wali hakim?  
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Tunon ketika wawancara 
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Foto bersama P3N (Petugas Pembantu Pecatatan Nikah) Kelurahan 
Debong Kidul ketika wawancara 
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